
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang pcmbcntukan 
Dacrah-dacrah tingkat ll di Sulawesi ( Lcrnbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7'1, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822 ); 

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 icntang Kcuangan 
Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 1822) scbagaimana Lelah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tcruang Pcnclapan Pcraturan 
Pcrncrintah Pcnggan ti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tcntanz Kebuakan Keuanaan Negara dan Stabilitas Sistern 
Kcuangan untuk Pcnangannn Pandcmi Corona Virus Disease 
2019 (CO\//D-19) dan /atau dalarn Ranzka Menghadarn 
A.IH"IITI~in \ aru; M(Jn buhava kan Perckonomi.in Nasion.t I 
dan Zatuu Stabiht.», Sistern Kcuangan (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

 
1. Pasal 18 ayal (6) Undang Undang Dasar Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 1945; 
Mcngingat 

c. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbagaimana di maksud 
pada huruf a dan huruf b, pcrlu ditctapkan dcngan Pcraturan 
Walikota Makassar Lcnlang Pedoman Pcngclolaan Risiko di 
Lingkungan Pcmcrintah Dae-rah. 

b. bahwa dalam rangka pcningkalan kualitas pcncrapan SPJP, 
dipcrlukan pcdoman pcngclolaan risiko yang dapat digunakan 
untuk mcngclola risiko di Lingkungan Pcmcrin tah Dacrah; 

 
a. bahwa Pirnpirian lnstarisi Pcrncrintah wajib mclakukan 

pcnilaia n risiko scbagaimana diatur Pasal 13 ayat (1) Pcraturan 
Pcmcrintah Nomor 60 Tahun 2008 tcntang Sistcrn 
Pcngcndalian In tern Pcmcrin Lah; 

Mcnimbang 

WALJKOT/\ M/\KASSAR, 

DENGAN RAllMAT TUIIAN YANG M/\11/\ ES/\ 

TENT/\NG 

PEDOMAN PENG8LOLAAN RTSIKO DI LINGKUNGAN PEMI<:RINTAH D/\ERAH 

PERATURAN WALIKOT/\ MAK/\SS/\R 
N 0 M 0 R  

W/\LIKOTA MAKASSAI~ 
PROVINS! SUL/\WESI SELATAN 

29 TAHUN 2021
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11. Peraturan Pernerin tah Nomor 8 Tahun 2006 tcntang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnslansi Pcmerintah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpu blik Indonesia Nomor 4614); 

10. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang 
Pcrubahan Nama Kola Ujung Panjang Menjadi Kola Makassar 
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Sclatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); 

9. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 51 Tahun 1971 tcntang 
Perubahan Batas-batas Daerah Kotarriadya Makassar dan 
Kabupatcn-kabupatcn Gowa, Maros, dan Pangkajene dan 
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi 
Sela tan ( Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 
Nomor 65, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2970); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 teritang Administrasi 
Pcmcrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tam bahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5601) scbagaimana Lelah diubah tcrakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tcntang Cipta 
Kerja (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Ncgaran Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemcr intahan 
Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana Lelah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 teritang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negaran Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Lenlang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tam bahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Ta.h u n 2011 tcntang Pcmbcntukan 
Pcraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana Lelah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tcntang Perubahan alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 Len Lang Pernbcntukan Pcraturan Pcrundang-undangan 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang 
Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 
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Dalarn Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kola Makassar; 
2. Pcmerintah Daerah adalah Walikota dan Pcrangkat Daerah scbagai unsur 

penyelenggara Pcmerintah Daerah; 
3. Walikola adalah Walikola Makassar; 
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembanlu Walikota dan DPRD dalam 

penyelcnggaraan urusan pemerintahan yang mcnjadi kewenangan dacrah; 
5. Saluan Kcrja Perangkat Daerah yang sclanjulnya disingkal SKPD adalah 

Pcrangkal Dacrah di lingkungan Pcmcri nta h Daerah; 
6. lnspcklorat Daerah Kola Makassar yang sclanjutnya d iscbut l nspcktorat adalah 

perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pcmerintah yang 
bertanggungjawab langsung kepada Walikola; 

Pasal 1 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

MAKASSAR TENTANG PEDOMAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PERATURAN WAUKOTA 
PENGELOLAAN RISIKO 
DAERJ\H. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

16. Pcraturan Daerah Kola Makassar Nomor 8 Tahun 2016 lentang 
Pernbcntukan dan Susunan Organisasi Pcrangkal Derah Kola 
Makassar (Lembaran Dacra h Kola Makassar Nomor 8 Tahun 
2016). 

15. Peraluran Meriteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 
tcntang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Nomor 20~~6 Tahun 2015) sebagaimana Lelah diubah terakhir 
dengan Peraluran Mcntcri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 lenlang Perubahan alas Pcraturan Men Leri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tah un 2015 Lenlang Pcmbcntukan Prociuk Hukum 
Dacra h (Serita Negara Tahun 2015 Nomor 157); 

13. Peraturan Pcrncrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5888) sebagaimana tclah diubah dengan 
Pcraturan Pcmerintah Nomor 72 Tahun 2019 teritang 
Perubahan alas Pcraturan Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 2016 
Lenlang Perangkal Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 2019 Nomor 187, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 lcnlang Pedornan 
Pembinaan Dan Pcngawasan Penyclcnggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 6041 ); 

12. Peraturan Pemcrinlah Nomor 60 Tahun 2008 lcnlang Sistcrn 
Pcngcndalian Intern Pcrncrintah (Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 



(1) Maksud ditctapkannya Pcraturan Walikota ini adalah scbagai pedoman bagi 
bagi pejabat dan/alau seluruh pegawai pada Kola Makassar unluk mclakukan 
pengelolaan risiko pada Pcmcrinlah Daerah. 

Pasal 2 

GAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

7. Inspektur Dacrah adalah l nspcktur Dacrah Kola Makassar; 
8. Sistem Pengcndalian Intern Pcrncrintah yang sclanjulnya disingkat SPIP adalah 

Sislcm Pengendalian Intern yang diselcnggarakan secara menycluruh di 
lingkungan pcmerintah dacrah; 

9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkaL UPR adalah unit kerja yang 
berlanggung jawab mclaksanakan pcngclolaan risiko-risiko; 

10. Unit Kepatuhan adalah unit kcrja yang bcrtugas mcmantau pclaksanaan 
pengclolaan risiko pada UPR di lingkungan pcmcrintah dacrah dan perangkat 
daerah; 

11. Risiko adalah kcrnungkinan kcjadian yang mengancarn pcncapaian tujuan dan 
sasaran pcrangkal dacrah; 

12. Sisa Risiko adalah risiko sctclah mcmpcrtirnbangkan pengendalian yang sudah 
ada; 

13. Analisis Risiko adalah proses pcnilaian Lcrhadap risiko yang tclah Leridentifikasi, 
dalam rangka mengestimasi kcrnungkinan munculnya dan bcsaran dampaknya, 
untuk mcnctapkan level atau status risikonya; 

14. ldcntifikasi Risiko adalah proses mcnctapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan 
bagaimana sesuatu da pat tcrjadi, schingga dapat bcrdampak negatif terhadap 
pcncapaian tujuan; 

15. Kcbijakan Standar Opcrasional Prosedur yang sclanjutnya disingkal KSOP 
adalah pedoman bagi scluruh Saluan Kcrja Pcrangkat Daerah dalam 
mclaksanakan program kcgiatan sorta mcnjadi tolok ukur bagi Internal Audit 
dalam mclakukan pemeriksaan; 

16. Rcncana Tindak Pcngcndalian yang sclanjulnya disingkal RTP adalah Kegiaian 
Pengcndalian yang akan dilakukan olch Saluan Kcrja Pcrangkat Daerah: 

17. Rcviu adalah penclaahan ulang bukti-bukti suatu kcgiatan untuk mcmastikan 
bahwa kegialan lcrsebul telah dilaksanakan scsuai dcngan kctcntuan, standar, 
rencana, atau norma yang Lelah ditctapkan; 

18. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prcstasi suatu kcgiatan 
dcngan standar, rcncana, ata u yang Lelah ditctapkan dan mcncntukan Iaktor- 
faktor yang mernpcngaruhi keberhasilan atau kcgagalan suatu kegialan dalam 
mencapai tujuan; 

19. Rencana Pembangunan .Jangka Mcncngah Dacrah yang sclanjutnya disingkal 
RPJMD adalah dokumcn pcrencanaan daerah untuk periodc 5 (lima) Lahun; 

20. Rencana Sralegis Saluan Kcrja Pcrangkat Dacrah yang sclanjutnya disingkal 
Reristra SKPD adalah dokumen percncanaan satuan kcrja perangkal daerah 
untuk periodc 5 (lima) lahun; 

21. Prioritas dan Plafon Anggaran Scrncn tara yang sclanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
dibcrikan kcpada SKPD untuk sctiap program scbagai acuan dalam penyusunan 
RKJ\-SKPD sebclum discpakati dengan DPRD; 

22. Rencana Kerja dan Anggaran Saluan Kcrja Pcrangkat Dacrah yang sclanjulnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokurncn perencanaan dan pcnganggaran yang 
bcrisi rcncana pendapatan, rcncaria belanja program dan kegiatan perangkal 
dacrah scrta rcncana pembiayaan scbagai dasar pcnyusunan APBD. 

 
'.KASSAR 
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(1) Pengembangan budaya sadar risiko scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 
ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai SKPD; 

(2) Pengembangan budaya sadar risiko scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 
a. sosialisasi pcmahaman risiko kcpada sctiap pcgawai di scluruh lingkatan 

organisasi di sctiap satuan kcrja; 
b. internalisasi pcngclolaan risiko dalam sctiap proses pengambilan keputusan 

di scluruh tingkatan organisasi; 
c. pembangunan/pcrbaikan lingkungan pcngendalian yang mcndukung 

periciptaan budaya risiko. 
(3) Bcntuk pcngembangan budaya sadar risiko scbagairriana dimaksud pada ayat 

(2), bcrupa: 
a. pcrtimbangan risiko dalam sctiap pcngambilan kcpulusan; 
b. sosialisasi bcrkelanjutan pcnlingnya Manajemcn Risiko; 
c. pcnghargaan lcrhadap pcngclolaan risiko yang baik; dan 
d. penginlcgrasian Manajemcn Risiko dalam proses organisasi. 

Pasal 5 

Bagian Kcdua 
Pcngcmbangan Budaya Sadar Risiko 

(2) Pcngclolaan risiko dilakukan mclalui: 
a. pengembangan budaya sadar r isiko; 
b. pembcnrukan struktur pcngclolaan risiko; 
c. pcnyclcnggaraan proses pcngclolaan risiko. 

( 1) Pcngelolaan risiko Pcmcrintah Daerah dilakukan alas tujuan strategis 
perncrintah, dan tujuari pada lingkatan kcgiatannya. 

Pasal 4 

Bagian Kcsatu 
Urn um 

BAB IV 
PENGELOLAAN l~ISIKO 

a. pcngelolaan risiko; 
b. pclaporan; 
c. sanksi administratif. 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah : 

Pasal3 

BAB III 
RUJ\NG LJNGKUP 

(2) Pcraturan Walikota mi bertujuan untuk membcrikan panduan dalam 
mcngclola risiko dalam rangka mcndukung pencapaian tujuan Pemcrintah 
Dacrah. 
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UPR scbagai pcnanggung jawab pcngclolaan risiko scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) tcrd iri alas: 
a. UPR tingkat Pcrncrintah Dacrah; 
b. UPR tingkat csclon 11; 
c. UPR tingkat csclon III dan IV. 

Pasal9 

Kornitc Pcngelolaan Risiko scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bcrtugas: 
a. mclakukan pcmbinaan lcrhadap pcngclolaan risiko pemcrintah daerah yang 

meliputi sosialisasi, bimbingan, supcrvisi, dan pelatihan pcngelolaan risiko di 
lingkungan pcmcrin Lah dacrah; dan 

b. mcmbual laporan lriwulanan dan tahunan kcgiatan pcmbinaan pengclolaan 
risiko yang disampaikan kcpada Walikota cq Sckrctaris Dacrah. 

( 1) Dalam rangka mcndukung pcngclolaan risiko Pcmcrintah Dacrah, Walikota 
mernbcntuk Kornitc Pcngclolaan Risiko. 

(2) Komite Pengclolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tcrdiri atas: 
a. Walikot.a Makassar scbagai Kctua; 
b. Kcpala Bappcda scbagai Kcordinator mcrangkap anggota; dan 
c. Kepala BPKAD dan BKPSDMD scbagai anggola. 

Pasal 8 

Pasal 7 

(4) Walikota dan Pimpinan SKPD/Unil Kcrja scbagai UPR scbagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf c bcrtanggung jawab mclakukan pengelolaan risiko di 
lingkup kcrjanya. 

(5) Asistcn Sckrctaris Daerah scbagai unit kcpat.uhan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d mcmantau pclaksanaan pcngelolaan risiko pada unit 
pemilik risiko di lingkungan Pcmcrinlah Dacrah dan Pcrangkat Daerah. 

(6) Inspektur Dacrah scbagai pcnanggung jawab pcngawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c bcrwcnang mcmbcrikan kcyakinan yang 
memadai at.as pcncrapan pcngclolaan risiko Pcrnerintah Dacrah. 

Bagian Kcliga 
Pembcnt.ukan Struktur Pcngclolaan Risiko 

Pasal 6 
( 1) Dalam rnclakukan pcngclolaan risiko dibcrituk struktur pengclolaan risiko, 

yang lcrdiri alas: 
a. Walikota scbagai pcnanggung jawab pcngclolaan risiko; 
b. Sekrelaris Dacrah scbagai koordiriator pcnyelcnggaraan pengelolaan risiko 

pcmerin Lah dacrah; 
c. Walikola dan Pimpinan SKPD/ Unit Kcrja scbagai UPR; 
d. Asistcn Sckrclaris Dacrah scbagai unit kcpaluhan; 
e. lnspcktur Dacrah scbagai penanggung jawab pcngawasan. 

(2) Walikota scbagai pcnanggung jawab pcngclolaan risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a bcrwcnang mcnctapkan arah kcbijakan 
pengelolaan risiko Pcmerintah Dacrah. 

(3) Sekrelaris Daerah scbagai koordinator pcnyclcnggaraan pcngelolaan risiko 
pcmcrintah dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bcrwenang 
mengoordinasikan pcngclolaan risiko di lingkungan pcmcrintah daerah Kota 
Makassar. 
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(4) Proses pengelolaan risiko sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) harus menjadi 
bagian yang lerpadu dengan proses manajcmen secara kescluruhan, menyatu 
dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dcngan proses bisnis organisasi. 

(3) Sctiap siklus scbagaimana dimaksud pada ayat (2) mernpunyai periodc 
pcncrapan selama 1 (satu) t.ahun. 

(2) Proses pengclolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan 
dalam suatu siklus berkclanjulan. 

(1) Proses pengelolaan risiko mcliputi: 
a. identifikasi kclemahan lingkungan pcngendalian; 
b. pcnilaian risiko; 
c. kegiatan pengcndalian; 
d. informasi dan komunikasi; dan 
c. pcmantauan. 

Pasal 11 

I3agian Kccmpal 
Penyclcnggaraan Proses Pcngclolaan Risiko 

(3) UPR tingkat csclon m dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) 
rnerniliki tugas: 
a. mclakukan idenlifikasi dan analisis risiko tcrhadap pencapaian tujuan dan 

sasaran kegiatan; 
b. mclakukan kegiatan penanganan dan pcrnantauan risiko hasil identifikasi 

dan analisis risiko; dan 
c. menatausahakan proses pengclolaan risiko. 

(2) UPR tingkat cselon TI scbagaimana dimaks ud dalam Pasal 9 ayat (2) mcmiliki 
lugas: 
a. menyusun stralegi pcngclolaan risiko di tingkat csclon II pada masing- 

masing SKPD; 
b. mcnyusun rcncana kerja pcngclolaan risiko di tingkat eselon II pada masing- 

masing SKPD; 
c. mclakukan identifikasi dan analisis risiko tcrhadap pcncapaian tujuan dan 

sasaran strategis pada masing-masing SKPD; 
d. mcnatausahakan proses pcngelolaan risiko pada masing-masing SKPD . 

(1) UPR tingkat Pcmeri n tah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
mcmiliki tugas: 
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah; 
b. menyusun rencana kcrja pcngclolaan risiko di tingkat Pernerintah Daerah; 
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko tcrhadap pcncapaian tujuan dan 

sasaran stratcgis Perncrintah Dacrah; 
d. melakukan kegialan pcnanganan dan pcmanlauan risiko hasil idcntifikasi 

dan analisis risiko; dan 
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko. 

Pasal 10 
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( 1) Pcnctapan kontcks / tujuan scbagaimana di maksud dalarn Pasal 14 huruf a 
bcrtujuan untuk mcnjabarkan tujuan instansi dan tujuan kcgiatan sesuai 
dcngan rcncana stratcgis dan rencana kinerja tahunan. 

Pasal 15 

Pcnelapan konteks /Lujuan scbagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf 
a tcrdiri alas: 
a. Lahap pcnetapan konlcks/lujuan; dan 
b. penctapan kritcria risiko. 

Pasal 14 

(5) Penilaian risiko alas tujuan opcrasional (kegiatan) SKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses 
penyusunan RKA SKPD atau segcra sctclah diselesaikannya RKA SKPD. 

(6) Proses pcnilaian risiko meliputi: 
a. pcnetapan konteks / tujua n; 
b. idcntifikasi risiko; dan 
c. analisis risiko. 

(4) Pcnilaian risiko alas tujuan strategis (cntitas) SKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bcrsamaan dcngan proses penyusunan 
rcnstra SKPD atau scgcra sctclah disclcsaikannya rcnstra SKPD. 

(3) Pcnilaian risiko alas tujuan stratcgis Pcrncrintah Dacrah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bcrsamaan dcngan proses 
pcnyusunan RPJMD atau scgcra sct.clah disclcsaikannya RPJMD. 

(2) Pcnilaian risiko dilakukan alas: 
a. tujuan stratcgis Pcmcrinlah Dacrah; 
b. tujuan stratcgis (cntitas) SKPD; dan 
c. tujuan operasional (kegiatan) SKPD. 

( 1) Pcnilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 aya l ( 1) huruf b 
bertujuan untuk mengidenlifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian 
tujuan instansi pcmcrintah dan mcrumuskan kcgialan pengcndalian risiko 
yang diperlukan untuk mcmpcrkccil risiko. 

Pasal 13 

Paragraf 2 
Penilaian Risiko 

(2) ldcntifikasi kclcmahan lingkungan pcngcndalian dilakukan pada tingkat 
Pemerintah Dacrah dengan cara mcngidcntifikasi kclemahan-kelemahan 
dalam setiap sub unsur lingkungan pcngcndalian intern. 

( 1) Identifikasi kelemahan lingkungan pcngcndalian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dipcrlukan untuk menenlukan rencana 
pcngualan lingkungan pcngcndalian dalam mcndukung pcnciptaan budaya 
rieiko dan pengelolaan risiko. 

Pasal 12 

Paragraf l 
Idcntifikasi Kclcmahan Lingkungan Pengcndalian 

KO'TA MA'.KASSAR 
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(1) Kegiatan pengcndalian scbagaimana dimaksud dalam Pasal l 1 ayat (1) huruf c 
mcrupakan Lahap untuk mcngimplcmcntasikan RTP. 

PasaJ 19 

Paragraf 3 
Kegiatan Pcngcndalian 

(2) Bcrdasarkan hasil periilaian scbagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat 
diteritukan tingkat risiko sebagai informasi unt.uk mcnciplakan rencana 
tindak pengcndalian. 

(3) Tahap pclaksanaan analisis risiko mcliputi kcgiatan: 
a. melakukan analisa dampak dan kcmungkinan risiko; 
b. melakukan validasi risiko; 
c. mclakukan cvaluasi pcngcndalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan 
d. menyusun RTP. 

(1) Analisis risiko sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf c 
merupakan langkah untuk mcncntukan nilai dari suatu sisa risiko dcngan 
mengukur nilai kcmungkinan dan dampaknya. 

Pasal 18 

(2) Tahap pelaksanaan idcntifikasi risiko mcliputi kcgiatan: 
a. mcngidcnlifikasi bcrbagai risiko yang mcnghambat pencapaian tujuari, 

pcmilik risiko, scbab risiko, sumbcr risiko, dan dampak risiko; dan 
b. mcndokumcnlasikan proses idcntifikasi risiko dalam daftar risiko. 

( 1) Idcntifikasi risiko scbagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b 
bertujuan untuk rncngidcnlifikasi risiko yang dapal mcngharnbal pcncapaian 
di lingkungan Pcmcrintah Dacrah yang mcliputi tujuan strategis Pcrncrintah 
Daerah, tujuan stratcgis (cntitas) SKPD, dan tujuan opcrasional (kcgialan) 
SKPD. 

Pasal 17 

(2) Kriteria pcnilaian risiko mcliputi: 
a. skala dampak risiko; 
b. skala kcmungkinan risiko; dan 
c. skala tingkat risiko . 

( 1) Penetapan kritcria penilaian risiko scbagaimana di maksud dalam Pasal 14 
huruf b bcrtujuan mcm bcrikan pcmahaman yang sama mcngenai kritcria 
penilaian dan analisis alas risiko. 

Pasal 16 

(5) Tujuan dalam kontcks opcrasional (kcgiatan] ditctapkan bcrdasarkan tujuan 
kegialan yang lcrcanlum dalam dokumcn RKJ\ SKPD. 

(4) Tujuan dalam konleks strategis (cntitas] SKPD ditetapkan bcrdasarkan tujuan 
strategis SKPD scbagaimana tcrcantum dalam dokumcn Rcnstra SKPO. 

(3) Tujuan koritcks strategis Pcmcriritah Dacrah ditctapkan berdasarkan Lujuan 
stratcgis Pemcrintah Dacrah scbagaimana Lcrcantum dalam dokumen RPJMD. 

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi tiga lingkalan yaitu konleks strategis 
Pemda, kontcks stratcgis (entitas) SKPD, dan kontcks opcrasional (kcgialan). 
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(3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a bcrupa dokurncn pcnilaian risiko/dokurnen rcncana lindak 
pcngcndalian dan d isus un sctclah dilakukan pcnilaian risiko yang terdiri dari 
penilaian risiko stratcgis Pcrrida, pcnilaian risiko stratcgis (en Lilas) SKPD, dan 
penilaian risiko opcrasional SKPD. 

(2) Laporan pengelolaan risiko scbagaimana dimaksud pada ayal (l) meliputi: 
a. laporan pelaksanaan pcnilaian risiko; 
b. laporan bcrkala pcngelolaan risiko oleh UPR; dan 
c. laporan bcrkala pcmantauan risiko olch unit kcpatuhan internal. 

( 1) Dalam rangka mcndukung akuntabilitas pcngclolaan risiko, Pemerintah 
Daerah menyusun laporan perigclolaan risiko. 

Pasal22 

BAB V 
PELAPORAN 

(4) 

Pclaksanaan pemanlauan pengclolaan risiko Pcmcrintah Dacrah olch Walikola 
dapal didclcgasikan kcpada Unit Kcpatuhan. 

Pemantauan dalam bcntuk cvaluasi tcrpisah dapat dilaksanakan oleh 
Inspektorat Dacrah selaku penanggung jawab pengawasan pengclolaan risiko 
rncliputi audit, rcviu, pcrnantauan, cvaluasi, dan pengawasan lainnya . 

(3) 

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpman secara bcrjenjang mulai dari 
Walikota, Kepala SKPD (Pcjabal Esclon II), Kepala Bagian/ Kepala Bidang 
(Pejabal Eselon III), Kepala Scksi/Kepala Sub Bagian/ Kepala UPT (Pejabat 
Esclon TV) scsuai dcngan ruang lingkup dan kcwcnangannya. 

(2) 

(1) Pcmanlauan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e 
dilaksanakan unluk mernastikan bahwa pcngelolaan risiko telah dilakukan 
scsuai dcngan kc ten tuan. 

Pasal 21 

Paragraf 5 
Pcmanlauan 

( 1) lnformasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) 
huruf d bertujuan urituk mernastikan Lelah lerdapal komunikasi internal dan 
cksterrial yang cfcktif dalam sctiap lahapan pcngclolaan, sejak penilaian 
kelemahan lingkungan pcngcndalian, proses penilaian risiko, dan 
pclaksanaan kcgiatan pcngcndalian. 

(2) Pemerinlah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan 
komunikasi yang efcktif dalarn mclakukan pcngclolaan risiko. 

Pasal 20 

Paragraf 4 
Informasi dan Komunikasi 

(2) lmplerncntasi RTP scbagairnana dimaksud pada ayat (1) mcliputi kegiatan: 
a. pcmbangunan infrastruktur pcngcndalian yang antara lain dapat berupa 

kebijakan dan/ atau proscdur; 
b. pelaksanaan kcbijakan dan proscdur pcngcndalian. 

ASSAR 
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Diundangkan di Makassar 
pada langga1 

SERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 

Ditctapkan di Makassar 
pada tanggal 

Oii. RJ\MDHAN POMANTO 

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcrncrintahkan pengundangan Pcraturan 
Walikota ini dcngan pencmpatannya dalam Bcrita Dacrah Kola Makassar . 

Pcraturan Walikota ini mulai bcrlaku scjak langgal diundangkan. 

Pasal24 

F3/\B VII 
KETENTUAN PENUTUP 

( 1) Pcrangkal Dacrah yang tidak mcrnbuat laporan pclaksanaan RTP 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibcri sanksi administratif. 

(2) Sanksi Adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bcrupa: 
a. teguran lisan; dan 
b. teguran tcrt.ulis. 

Pasal23 

13AB VI 
SANKST ADMINISTRATIF 

(7) Laporan berkala pcmanlauan risiko olch unit kepaluhan internal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan, dan tahunan 
disampaikan kcpada Walikota Lcmbusan kcpada Sckrctaris Dacrah. 

(6) Laporan bcrkala pcngclolaan risiko olch UPR scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b urituk tingkat cntitas Pcrncrintah Daerah dikoordinasikan 
olch UPR Pemcr intah Dacrah, scdangkan unluk Lingkal stratcgis SKPD dan 
tingkai opcrasional SKPD dikoordinasikan olch UPR Tingkat Esclon II. 

(5) Laporan berkala pcngelolaan risiko olch UPR scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilakukan sccara triwulanan, dan Lahunan disampaikan 
kcpada Walikota dcngan tcrnbusan Sckrctaris Dacrah dan Unit Kcpatuhan 
internal. 

(4) Laporan pclaksanaan pcnilaian risiko dibuat olch unit pernilik risiko 
disampaikan kcpada Walikota, tcrnbusan kcpada Sckrctaris Daerah dan unit 
kcpatuhan internal. 

TTD

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

 2021 NOMOR 29

6 Mei 2021

5 Mei 2021



I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem 
Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan di lingkungan Instansi 
Pemerintah. Penyelenggaraan SPIP tersebut mencakup kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan 
pertanggungjawaban yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi 
pada semua tingkatan kegiatan di instansi pemerintah. Upaya tersebut 
tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang 
ada di lingkungan instansi pemerintah pada setiap level untuk 
menjalankan fungsi masing-masing dengan baik. 

Di samping itu, setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas 
dari adanya risiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan 
organisasi. Risiko mengacu pada ketidakpastian (uncertainty). 
Ketidakpastian diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam 
menjelaskan sesuatu atau hasilnya di masa depan, dengan banyak 
kemungkinan hasil. Sementara risiko adalah ketidakpastian yang 
kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak diinginkan atau 
mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun berkonotasi negatif, 
risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari melainkan harus 
dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan pengelolaan 
(manajemen) risiko. 

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, 
baik yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun 
organisasi masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik 
(badan pemerintah, instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan 
publik dibentuk dan dikelola untuk memberikan atau menghasilkan 
nilai bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya Bagian Ketiga Pasal 
13 ayat (1) disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR 

LAMPI RAN 
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KOTA MAKASSAR 

NOMOR 29 TAHUN 2021



II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO 
A. Penetapan konteks pengelolaan risiko 

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kata Makassar dila.kukan 
atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) SKPD, 
dan tujuan strategis tingkat kegiatan (operasional) SKPD. 
1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah bertujuan 
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 
strategis pemerintah daerah yang tertuang dalarn dokumen Rencana 
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan 
risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Walikota 
dan Wakil Walikota, dibantu oleh Kepala SKPD selaku Unit Pemilik 
Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. 

2. Pengelolaan Risiko Strategis (entitas) SKPD 
Pengelolaan risiko strategis SKPD bertujuan mengendalikan risiko- 
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis SKPD yang tertuang 
dalam perencanaan strategis (Renstra) SKPD . 
Pengelolaan risiko strategis SKPD dilakukan oleh masing-masing 
Pimpinan SKPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik 
Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 
4. 

3. Pengelolaan Risiko Operasional SKPD 
Pengelolaan risiko operasional SKPD bertujuan mengendalikan risiko- 
risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utarna 
SKPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan 
SKPD, seperti: Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja SKPD (Renja 
dan/atau RKPD). 
Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat SKPD dilakukan 
oleh masing-masing Pimpinan SKPD bersama jajaran rnanajemennya, 

melakukan penilaian risiko. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008, Pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah 
kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam 
pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Olehnya itu, 
dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan 
Pedoman Pengelolaan Risiko. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman 
Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam: 
1. Mengelola risiko dalarn rangka mendukung pencapaian tujuan 

pemerintah daerah; 
2. Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko serta 

memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah 
Kota Makassar. 



2 Kemungkinan terjadinya risiko rendah/ kecil 
(sebesar 11 %-30% atau 1 sd 3 kali dalam 10 Tahun) 

Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang 
(sebesar 31% - 50% atau 3 s.d 5 kali dalam 
10 Tahun) 

3 

Kemungkinan terjadinya risiko sering (sebesar 51- 
70% atau 4 s.d 7 kali dalam 10 Tahun) 

4 

emungkinan kecil/ Jarang 

Kadang-kadang/ 
Mungkin terjadi 

Kemungkinan terjadinya risiko sangat sering (lebih 
dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun) 

5 

Kemungk:inan besar / 
Sering terjadi 

Uraian Skor 
Matrik Skala Kemungkinan Risiko 

Sangat signifikan / 
hampir pasti terjadi 

Kategori Probabilitas 

2) Skala Kemungkinan Risiko 
Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk 
menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya 
risiko. Pemerintah Kota Makassar menerapkan kriteria skala 5 yang 
dapat dijabarkan pada tabel dibawah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak 
signifikan 

1 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/ 
kurang signifikan 

2 
Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang 3 

dak signifikan/ sangat kecil 

Kurang signifikan/ kecil 
Sedang/ medium 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/ 
signifikan 

4 Signifikan / besar 

Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat 
signifikan 

5 angat signifikan / sangat besar 
Uraian Skor Kategori Dampak 

1) Skala Dampak Risiko 
Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko 
diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak 
risiko. Pemerintah Kota Makassar menerapkan kriteria skala 5 yang 
dapat dijabarkan pada tabel di bawah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Matrik Tingkat Darnpak Risiko 

B. Pen eta pan Kriteria Penilaian Risiko 
Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman 
yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di 
lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis 
atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan 
keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun 
tingkat tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan 
respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 
kornponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya 
(Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (nilai risiko). 

dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik 
Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4. 

ASSAR 
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Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang 
memerlukan penanganan/respon risiko pemerintah daerah 
dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen 
pemerintah daerah. Sebagai contoh, dalam tabel di atas, kategori 
sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang 
memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan 

Kemungk.inan Hampir Pasti S 1--~~~~~~....__~~~~-t--~~~ 
Terjadinya Kemungkinan 4 
Risiko besar 

Mungkin 3 
Kemungkinan 2 
kecil 

Dampak/ Konsekuensi Matriks 
Analisis Risiko Kecil Sedang Besar Tidak 

Sangat jarang l 

Signifikan 

Tabel 1.3 
Matrik Analisis Risiko 

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan 
acceptable/ unacceptable risk, dapat pula digunakan matriks 
analisis risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko 
serta kriteria level risiko [risk: appetite yang telah ditentukan, dengan 
tabel sebagai berikut: 

Skala Nilai Risiko Kriteria untuk Penerima Risiko 
1-5 (sangat rendah) Dapat diterima 

6-10 (rendah) Dapat diterima 
11-15 (moderat/sedang) Harus menjadi perhatian ma.najemen dan diperlukan 

pengendalian yang baik 
16-20 (tinggi) Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan 

pengendalian yang baik 
21-25 (sangat tinggi) Tak dapat ditcrima, diperlukan pengendalian yang 

sangat baik 

Tabel 1.2 
Matrik Skala Nilai Risiko 

3) Skala Nilai Risiko 
Skala nilai risiko a tau matriks risiko meru pakan hasil perkalian 
skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan 
untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai 
dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat 
diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat 
diterima (unacceptable risk). Berikut merupakan tabel penjelasan 
skala nilai risiko: 

Kategori Probabilitas Skor Uraian 
Sangat jarang 1 Kemungkinan terjadinya risiko sangat kecil 

(sebesar 0-10%) atau 1 kali dalam 10 Tahun 

KO'TA MA'.KASSAR 



Tabapan Output 
Taha pan No. Waktu Manajemen Tahapan Pengelolaan Risiko Pelaksana Pengelolaan Pemda 
Risiko 

1. Proses Proses Arahan dan kebijakan penilaian - Kornite - Dokumen 
penyusunan Penyusunan risiko 5 tahunan pengelolaan risiko Arahan dan 
RPJMD (Satu RPJMD Penyusunan Risiko Strategis Pemd - Sekda selaku Kebijakan 
tahun sebelum koordinator Penilaian 
RPJMD 5 -UPR Pemda Risilco 5 
tahunan s/d (Walikota dan Tahu nan 
RPJMD Kepala SKPD) - Daftar Risiko 
ditetapkan dan RTP 

Strategis 
Pemda 

2. Proses Proses Pcnyusunan Risilco Strategis - Komite Daftar risiko 
penyusunan penyusunan (entitas) SKPD Pengelolaan Risikc danRTP 
Renstra SKPD Renstra SKP[ - Sekda selaku Strategis 
(Satu tahun koordinator (en tit as) 
sebelum RPJMI - UPR Tingkat SKPD 
Stahunan eselon 2 (kepala 
berjalan s/d SKPD dan 
RPJMD Kabag/Labid SKPJ 
ditetapkan 

3. Januari - Mei Penyusunan Arahan dan kebijakan penilaian Komite Dokumen 
Tahun 20xx-l RKPD dan risiko tahunan Pengelolaan arahan dan 

RenjaSKPD Risiko kebijakan 
penilaian 
risiko 
tahunan 

4. Agustus- Penyusunan Penyusunan risiko operasional - Kepala SKPD Daftar risiko 
September RKASI{PD SKPD - Unit Pemililc dan RTP 

(penetapan Risiko Tingkat Operasional 
rencana eselon 3, dan 4 SKPD 
sasaran dan SKPD 
pagu anggara 
per kcgiatan) 

5. Oktober Tahun Penyusunan - Pengomunikasian Risiko dan - Kepala SKPD - Perbaikan 
20xx-l RAPBD, Perdi RTP - Komite RTP 

APBD Pengelolaan - KSOP 
- Penyusunan atau Revisi KSOP Risiko - Notulen 

6. November- Penyusunan - UPR Tingkat pengomunika 
Desember Rancangan - Pengomunikasian perubahan Pemda, Tingkat sian 
Tahun 20xx-l DPASKPD, KSOP Eselon 2, 3, dan 4 - Finalisasi 

- Sekda Selaku Daftar Risiko dan Ko ordinator dan RTP Penetapan 

Tabel 1.4 
Matrik Waktu, Tahapan, dan Pihak terkait Pengelolaan Risiko 

prioritas yang sangat tinggi (unacceptable risk). Selanjutnya, untuk 
kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya 
(unacceptable risk), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat 
rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima 
(acceptable risk). 

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalarn pengelolaan risiko 
Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah 
sebagai berikut: 

JDIH 
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Taha pan Output 
Tahapan No. Waktu Manajemen Tahapaa. Peogelolaan Rislko Pelaksana 
Peogelolaan Pemda 
Risiko 

DPASKPD 

7. Januari s/d Pelaksanaan Penyusunan atau penyernpurnaan - Komite KSOP 
Desember APPBD KSOP (Tindak Lanjut RTP) Pengeloaaan 
Tahun 20.xx Risiko 

• UPR Tingkat 
Pernda, Tingkat 
Eselon 2, 3, dan 4 

Pelaksanaan - Komite Bukti 
KSOP Pengeloaaan pelaksanaan 

Risiko KSOP 
- Kepala SK.PD 
- Pelaksana Prograr 

dan Kegiatan 

Berkala Pelaporan dan Monitoring risiko • UPR Tingkat - Form 
(Triwulanan) danKSOP Pemda, Tingkat monitoring 

Eselon 2, 3, dan 4 risiko 
- Unit Kepatuhan - Form 
- Sekda selaku monitoring 
koordinator Tindak 

Lanjut RTP 
Pemantauan kinerja, risiko, dan Unit Kepatuhan - Notulen 
efektifitas KSOP yang dibangun Pengelolaan Risiko rapat 

- Laporan 
pemantauar 
(triwulanan, 
tahunan, 5 
tahunan) 

Juni-Juli Penyusunan Reviu dan pemuktahiran - UPR Pemda Daftar Risiko 
Tahun 20xx KUAPPAS risiko strategis Pemda (Walikota dan dan RTP 

(Penetapan KepaJaSKPD Strategis 
sasaran makr Catatan: - Sekda Selaku Pemdayang 
dan pagu Ko ordinator dimuktahirkru 
anggaran Risiko strategis Pemda akan 
Pemda) direviu dan dimuktahirkan setiap 

tahuan 
Agustus- Penyusunan Reviu dan dimuktahirkan Risiko • Walikota Daftar Risiko 
September 2010 RKASKPD Strategis (entitas) SKPD • Sekda selaku dan RTP 

(Penetapan Catatan: Koordinator Strategis 
rencanadan (entitas) SKPD 
sasaran) 
Pagu Risiko strategis (entitas) SKPD Unit Pemilik Risik1 
anggaran per akan direviu dan dimuktahirkan Tingkat Eselon 2 
kegiatan setiap tahun (Kepala SKPD dan 

Kabag/Kabid 
SKPD) 

8. Januari- Pelaporan Pelaporan Pengelolaan Risiko Walikota Laporan 
Februari Keuangan Tahun 20xx KepaJaSKPD Pengelolaan 
20xx + 1 • Unit Pemilik Risiko Risiko Tahun 

Tingkat Eselon 2, 3 20xx 
dan4 

 
'.KASSAR 



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut : 
1. Penanggung jawab; 
2. Koordinator penyelenggaraan; 
3. Unit pemilik risiko; 
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda 
5. Unit kepatuhan; dan 
6. Penanggungjawab pengawasan. 
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Bagan 1.1 
Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kata Makassar 

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 
A. Struktur Pengelolaan Risiko 

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kota Makassar adalah sebagai 
berikut: 

Taha pan 
Output 
Taha pan No. Wa.ktu Manajemen Tahapan Pengelolaan Risi.ko Pelaksana 
Pengelolaan 

Pemda Risi.ko 

Unit kepatuhan 
Sekda selaku 
koordinator 

9. Februari - Mare Reviu APIP Evaluasi Pengelolaan Risiko oleh Inspektorat Lap or an 
Tahun 20xx +1 APIP (APIP Daerah) Evaluasi 

Pengelolaan 
Risiko 

Penilaian Walikota Laporan 
Maturitas SPIP KepalaSKPD Penilaian 

Inspektorat Maturitas SPII 
(APIP) Daerah 



Keterangan 
Kolom a diiai deogan nemer urut 
Kolom b diisi dengan risiko priorit.aa 
Kolom c diisi dengan kode risiko 
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sud ah wla/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihl<an 2 kali sehari. 
Kolom e Oiisi dengan alasan tidak efektif: 
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian audah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifik.asi, 
(21 Presedur pengendalian belum/tidak dapat dilak11anakan, 
(3} Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, 
(4) Kebijakan dan proaedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan dio.tasnya 
(5) Kolom f diiai dengan pengendalian yang maaih dibutuhkan 
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawah untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kolom h diiai dengan ta:get waktu penyelesaian RTP 

Contoh 
Pen.Ualu a.tas Keglatan Pengendallan yang Ada don Maslh 

Dlbutubkan(RTP atas Hu.sll Identlflkasl Rl.siko) 
RamaPemda : PametlAtah Kota XTZ, Pro.tut A.BC 
fihua PeAlhl.lan : 2018 
Tu,jUQD Sttetep : Ncalagluotluul doe.fat kHebatao m••Jiuallat 
Ut asao Pcmetlntabtut ; Vto•D4 Wa.Jlb Pclo7an1U11 Duar Bldaog Kesebotaii 

Kode Uralaa Pedgndtillaa Reocana 11ad&lr PemlUlr/ TmgdWddD No W.Uro Pwfotltas Rlslko . JH& Budmla Ada ., Celab Peag.odall&o, Pellgeodallaa Pciumguqg Pea7etcaalao .. .,,..,.b 
• b e d e , t. h 

1 Rlalko suatect• 
l l'tlayanan lcC$CbaU\D bclum RSP.19.01 SOP Peno!oogrui Proscdur pengcndaliatl Recruitmen tt::De.ga honorer Kep3la Oacmh Triwuhm IV 2019 

mcmcnuhi SPM Bidnng .01.02 Persolinnn tid:>k darat dilAkMDakan kcschat::ui 
"csebAtnn 

2 lbu hamil melabi.rkon tidak RSP.19.01 l'l:rlctldn tcntang Kunntitas SOM aaku Rclouitmen nakcs Kepola Daemh Triwu!Rn IV2019 
difasilit.os kuchatan .01.01 annlisis yangterlatih kumng eq, Ka mm a. 1>.a 

kcbutuh110 Badt\11 Olkbt 
pcgnwai 

II Rlalko Stratep Dlnas 
Keaebataa 

1 Se.rana pendu.kung Ante RS0.19.01 SOP Knlibrosi Alat Prose.int pcngcndnlian Evel11113i aUI& imple.ment.ASi Kcprua DlnM Triwulan I 2019 
Nntalcan.(ANC)lcurang .OS.03 bclum dilBksaoakan SOP Kalib rasi Ala.t 
mcmrulai 

Standar fl:bynnan Prosnlur peageodAlinn Evaluasi otes imp!c.mcnt.R>i Kepa]D Dln.ns Triwulan 112019 
Pw.kcma& bdum dlb\kslUlalcan SUUlda.r Pelayruum 
(Permcnkes Nomor Puskemas 

2 lbu b.amil melslhitbn lidak di RS0.19.02 SOP pcnungAlleJl ibu KuolitM SOM ruoltcs Mcugadnkm> pclntilwl J<epala Dinu Tmvu!an 112019 
t>silita3' kesehaUUl (pumsma.s) .02.06 bersnllo yang )'angterll\tib kumng 11nke11 Kcscha1an 

mcnycbutlran bahwa 
II Rlslllo Opauloaal Dlaas 

KeaellatOlll 
1 Dab ibu brunil mi~kin yang R00.19.01 Ju.kni$ reogguoaau Prosedur pe.agendali.M Eval""3i atas lmplcalc:nts:l.i J<epala BaglRn Triwulan 112019 

bclum n>emilild jamiAAA .OS.OS OAK Non Fi3ik belumd~ (l'ermcukes Nocnor 3 
kesehaten lai.nnyo dllli (Permrnl<cs Nomor 3 TnhUD 2019) 
keo;amatnu dan kclurahan Tahuo2019) 
bdumada 

I.amphan 1 
Fonn7 



Keterangan 
Kol om a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diiai dengan Kegiat3Jl Pengendalian yang Dibutuhkan 
Kolom e diiai dengan Media/Bentuk Saran a Pengkemunikaeian 
Kolom d diisi dengan Penyedia lnformasi 
Kolom e diisi dengan Penerima lnformasi 
Kolom { diisi dengan Rencana Waktu Pe1aksanaan 
Kolorn g diisi dengan Realiaasi Waktu Pel«ksanaan 

Nama Pemda : Pemerintu Kota Mallusar 
Tahun PCA.ilala.a. : 2020 
Tuja&D Stntegls : MenlngkatkaA denjat kesdu1ta11 maayan.kat 
UnuaA Pemeri.atahaa. : Urasaa Wajlb Pelayana.n Duar Bidang Kesehataa 

No Kcpbm Peageuda!Jan yang Media/Bentuk Paayedla Pcaerlma lntormut Rcnc;ma Wokttl Renllsaat Walrtu Keten.ugan 
D:lbu.tuhkan Sanna JNonnad PeJekppnaan pelo1ra.ana8A 

·~-willrad.&Jl 
a b c d • I g h 
l Recruitmen tenaga honorer kesehatan Rap at Sekda/Sappeda Oinas Kesehatan Triwulan I 2019 Februari Telah dilakanakan dan BKPSDM 2019 ditindaklanjuti. 

Dekumentaai berueanetulen 
2 Rekruitmen nakes Surat usulan BKD BKN Triwulan J 2020 Februari Telah dilalcanakan dan 

penambahan nakes 2019 ditindaklanjuti. dariBKD ke Bl<N Dokumentasi beruoanotulen 
3 Evoluasi atas implementasi SOP Ro.pat/Surat Edaran Dinas Keseho.tan Sta! Dinas keeehaton Triwulan I 2019 Februari Telah dilako.nakan dan 

AlatKalibrasi terkait 2019 ditindoldanjuti. 
Dekuraentasi beruoanotulen 

4 Mengadakan pelatihan nakes Surat/nota dinas Kepalo Bidang Kepafa Dinke:s Triwulan I 2019 Februari Telah dilaleanakan dan usulanpelatihM 2019 ditindaklanjuti, nakes dari Kepaln Dokumentaai berupanerulen Bidang kepado 
Kenala Dinkes 

s Evolua:si atas implementaai Rapat/Surat Edaran Dinas Ke:sehatan Staf Dinas keeeharan Triwulan I 20l9 Februari Telah dilakanakan dan 
StandarPelayanan Puskemas terkait 2019 ditindnklanjuti. 

Dokumentaai berupa 
notulen 

6 Evalullsi alas implementoai Rapat/Surat Edaran Din.:w Kesehatan Sta! Dinaa keseharan Trhvulan I 2019 Februari Telo.h dilakanakan dan 
IPennenl<esNomor 3 Tahun 2019) terkait 2019 ditindaklanjuti. 

Dokumentnai berupa 
notulen 

CONTOH 
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIK.ASlAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN 

J.:unpln.n 1 
Form 8 



Keterangan 
Kol oat a diiai dengan nerner urut 
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan Kolom e dii3i dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang 
Ciperlukan 
Kolom d diiai cl.engan PenanggungJawab Pemantauan 
Kolom e diiai dengan Waktu Pelakaanaan Pemantauan 
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan 
Kol om g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan huil kegjatan pemantauan, pclakaanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan 
la.innya 

NamaPemda : Pemerintah Kota Makassu 
Tahun Penilaian : 2020 
Tujuan Strategis : Men.i11gkackan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pernerintohan : Urusan Wajib Pelayanan Ouar Bidang Kesehatan 

Bcntuk/Metoda Pemantauan Penanggung Ja:wab 'Rencana Waktu 
Rr:ali11asi Waktu No Kcglatan Pengendaiian yang Dibutuhkan Pelaksanaan Kctcrangan yang Diperlukan Pcmantauan Pcmantauan Pelaksanaan 

._. 

a ... b c d e .. ( •.. . .. .g 
l Rckrutmen tenaga honorer kesehatan Kontinnui persiapan dan laporan Kepala Dlnu Kesehatan Oktober. November, Oktober. November, Monitoring telah dilal<sanalcan, 

pclaksanaan kegiatan Dircktur RSUD Desember 2021 Desember 2021 didokwncntasikm, dan 
didistribusikan 

2 Rekruitmen nakes Konfinn3Si/pemantauan BKD Semester I Juni 2021 Monitoring telah dilalmtnakon, 
berkclanjutan didokurnentasikan, dan 

didlstribusikan 
3 Evaluagi alas implementasl SOP Alat Kalibrasl Konfinne.si pclaksanaan Lspercn Kepala Dino.a Kesehatan Semester I Juni 2021 Monitoring telah dilaksanakan, 

pelaksanaan kegiatan Direktur RSUD didokumentasikan, dao 
didistn"busiken 

4 Mengadakan pelatihan nakes Koi:Uuma.si/pemantauatt Kepala Olnns Kesehatan Semester I Juni2021 Monitoring telah dilaksanakan, 
berkelanjutan Direktw- RSUD didokurnentasikan, dan 

didistribusikan 
5 Evalu06i atns implementaai Stondar Pelayruu:m Konf"'trmaai pelaksanaan Laponu1 Kepafa Dlnaa Kesehatan Semester I Juni2021 Monitoring telah dllakaanakan, 

Puskcmas pelaksanaan kegiatan Dlrektur RSUD didokumcnlasikan, dan 
didistnousikan 

6 Evaluaai atu irnplementa.si (Pennenkes Konfirmasi pelaksanaan Laporan Kepala Dlnas Kesebatan Semester I Junl2021 Monitoring telah dilaksanoka:n, 
Nomor 3 Tehun 2019} pelakso.n::wt kegiatan Dircktur RSUD didokumentasikan, de.n 

didistribusikan 

CONTOH 
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN 

LcunpLran 1 
Form9 



Kolom d diiai dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan 
Kolom e dii3i dengan penyebab periatiwarisiko saat teJjadi pacla tahun beijalan 
Kolom f diisi dengan dNnpal< peristiwa risiko pada tahun berjalan 
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan 

April 2021 Triwul'\ll 11 Evalu:>s.i :it:>:t iD:lpkmmt:W 
(Perm~" Nomor a T4h\Ul 
20191 

Tidal! 
Tcrjadi 

Tidak 
'l'erjod.i 

Tid31< Tcrjndi Tebh d.ibll&aD""311 
drui ditindakl:mjuti 

Tulak terjadi 

Keterangan 
Kol om a diisi dengau nomor uru t 
Kolom b diisi denga.n risiko yang 
teridentifikaai 
Kolom c diisi dengan kodo riaiko 

O:ita !bu h4mil misl<i.n YM& bdum 
uie.milild jaminan kesehatan L'\inoy:i 
dari kccE>mOtRtl drui kdurnh:u:a 
bdum3d3 

Dllau Operaatooal Ill 

; J • 
'. I 

Tidnk 
tcrjodl 

RS0.19.0:l.O:J.07 !bu hnmil m~lnhirk::w tiJalt di 
(rusiliUls kcocbatruJ [puoke•mnsJ 

Sarona p<ndukuag ANC kw:ung 
mcmadai 

Tida.k Tidul< lcrjadi Evnluo:ti atas imp1c:m4!Dtn$i Triwuhl.n I MOJet 20'1 Telnh dilnk"'Wnkan 
terjadi SOP Knlibro.$i Al:>t ilito ditibdnk14njuti 

Evalumi atas implcmnita•i TriwulN\ II April :JD . .!I Teltlh dilnksnnQknn 
Sln.odlll' Pdayunan dOA dititldaklnnjuu 
Pu11k~:Jma:J 

Tidak TiJClk terjad.i Mengodllkao pdatiluw Trlwulnn II Mci20..?l Tdnh dilnk>Mlnnkan 
terj:id..i Dalt es don ditindaldJWjuti 

Tulak terjo.d i Ti<lak 
tdjadi 

. , . l . 
l . ' ! 

Tclnh dill\kSQDakan 
efcktiviuis RTP 
bdum dnpRt diukW' 

Oktober 
2021 

Triwumn IV 

Tdah d.ilakaanAkan 
ef<ktivitn"' RTP 
bclum dapo.1 diulmr 

Oktober 
2021 

Triwulan IV Man:t .Juml.al1 tenor." kcsebal4o bdum 1'cmatian Reluuitlo">l Rckru.ilmcu tcnai:a honorer 
20'21 111em.nJai rr<"naga laboraU>rium, Bnyi IUlllfto 

<lokter, teW\ga k<"scllatan) bono1~r 
kr.ach.etan 

TiJt\k TIJal< ta;...U Tidnk TiJoJt terjodi Rcknt.itm<"A 11<\kes 
tcrjndi tcrjadi 

Rlalko Btrotcgl• Dina KHebntao II 

Ma.WOh Rial<o Datu 

TiJnk seluruh ba)i m<ndopn\ 
imuniaasi YtlllS 1.!Ukup 

2 

Pclayat1ao kcschat.an bclum 
memenuhl SPM Bi.tang Kcsehntnn 

Rc:Dcane 
J'ofaltHA&All 

RTI' 

RTP l>&mpala llebab 

RSf'.Ul.Ol.01.04 

J<o4oRUlko Reallusl 
l'elaka:lna!Ul 

R.TP 

RSP. 19.01.01.02 

Mawah/ Risiko &ru: 

No 

Tujwm Strategt• : Ptlenblgkatllan derajat keaehatan ~t 
Uruam Pemerintahall ; Unu- Wajib Pday&Dall Dasar Didang Keaehatan 

: Pemcrintah Kota Jllakaua.r, PnniUW. Sulawesi Sdataia 
:2020 

Lampinul l 
P'onn 10 

CONTOH 
PENCATATAN KEJADIAN RISKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP 

NIUl:l.aPauda 
Tahmi PaUlaJan 

JDIH 
KO'TA MA'.KASSAR 



18 Dinas Perhubungan 
19 Dinas Komunikasi dan lnfonnatika 
20 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah 
21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu 
22 Dinaa Pariwisata 
23 Dinas Pernuda dan Olah Raga 
24 Dinas Perindustrian 
25 Dmas Perpustakaan dan kearsrpan 
26 Dinas Pertanian 
27 Dinas Perikanan 
28 Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 
29 Sadan Pengelo!aan keuangan, Pendapatan an Aaet Daerah 
30 Sadan Kepegawaian Daerah 
31 Sadan Penanggulangan Benca.na Daerah 
32 Kantor Kesatuan Bangaa dan Politik 
33 RSUD 
99 Lainnya 

Entitas yang menilai terdtn dari 2 angka aebagai berikut: 
01 Pemda 
02 Sektetariat Daerah 
03 Sektetariat DPRD 
04 lnspektorat Daerah 
05 Dinas Pendidikan 
06 Dinas Kesehatan 
07 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
08 Dmas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
09 Satuan Polisi Pamong Praja 
I 0 Dinas Sosial 
11 Dinas Ketenagakerjaan 
12 Dmas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal< 
13 Dinas Ketahanan Pangan 
14 Dina.s Llngkungan Hidup 
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
16 Dmas Pemberdayaan Masyarakat dan Deaa 
I 7 Dmas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut 

0 I Pendrdikan 21 Persandian 
22 Kebudayaan 
23 Perpustaka.an 
24 Kearsipan 
25 Kelautan dan perikanan 
26 Pariwisata 
27 Percaman 
28 Kehutanan/Perkebunan 
29 Energi dan sumber daya mineral 
30 Perdagangan 
31 Perinduatrian 
32 Transm1grasi 
33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif 
34 Admimstrasi Kesekretariatan DPRD 
35 Pembinaan dan Pengawasan 
36 Perencanaan pembangunan, litbang 
37 Keuangan dan Pendapatan 
38 Kepegawaian dan Pengembangan SOM 
39 Bencana 
40 Politik 
99 Lainnya 

02 Kesehatan 
03 PU dan Tata Ruang 
04 Perumahan dan Kawasan Pennukiman 
05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan PerUndungan 

Masyarakat 
06 Sosial 
07 Tenaga Kerja 
08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anal< 
09 Pangan 
10 Pertanahan 
11 l..mgkungan Hidup 
12 Administrasi keperidudukan dan pencatatan sipil 
13 Pemberdayaan masyarakat dan desa 
14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 
JS Perhubungan 
16 l<omunikasi dan informatika 
17 KUKM 
18 Penanaman Modal 
19 Kepemudaan dan olah raga 
20 Scatistik 

Tingkat R1siko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut 
RSP Strategis Pernda 
RSO Strategis SKPD/ SKPD 
ROO Operasrcnal SKPD/ SKPD 

Tingkat Riaiko Tahun .Jenis Entitaa/SKPD Nomor urut di Kode 
Pelaksanaan Risiko yangMerulai Entitas/SKP 
Pemlaian Risiko D 

RSP J9 OJ 01 01 RSP 19.01.01.0J 
RSO IQ 02 05 OJ RR0.19.02.05.0l 
ROO 19 03 25 01 R00.19.03.25.01 

La,mpiran 2 

CONTOH KODE RISIKO 



Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan 
baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait 
ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan 
risiko pemerin tah daerah baik kebijakan perencanaan 
sampai ke pelaporan pengelolaan risiko. 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan 
pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan 
pengelolaan risiko pemerintah daerah. 

B. Dasar Hukum 

A. Latar Belakang 

I Pendahuluan 

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 
Pemerintah Kota Makassar 

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko 
strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) 
SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan 
Hasil penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, draft dokumen basil 
penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu 
dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, 
sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis 
(entitas) SKPD dan tingkat operasional SKPD perlu dibicarakan 
dengan Kepala SKPD dan pihak yang terkait . 
Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik 
Risiko (UPR) disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan 
tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal 
dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh outline sebagai 
berikut: 

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 

Cont oh 

Outline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian 

I.amplPD 3 



Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis 
Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan 
hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko 
yang sudah diidentifikasi. 

C. Maksud dan Tujuan 

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya 
pengelolaanrisiko di pemerintah daerah. 

D. Ruang Lingkup 

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan 
konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah. 

II Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan 

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini 

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei 
persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan 
pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah 
daerah. 

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian 

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna 
memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung 
penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah . 

III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 

A. Penetapan Konteks/Tujuan 

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis 
pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat 
memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan 
mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan 
misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya. 

B. Hasil Identifikasi Risiko 

Bagian ini berisi basil diskusi unit pemilik terhadap atribut- 
atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, 
sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat 
dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan 
(uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta 
penerima dampak risiko. 

C. Hasil Analisis Risiko 



2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko 

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara 
triwulanan (Triwulan Lll.dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh 
Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite 
Pengelolaan Risiko. 

D. Pengendalian yang sudah dilakukan 
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian 
yang sudah ada di pernerintah daerah yang terkait dengan 
risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari 
hasil analisis risiko. 

E. Pengendalian yang rnasih dibutuhkan 
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang rnasih 
dibutuhkan atau perlu dibangun untuk rnasing-rnasing 
risikoprioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah 
pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh 
pemerintah daerah. 

JV Rancangan Informasi dan Komunikasi 
Bagian ini berisi rancangan inforrnasi dan komunikasi yang 
dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalarn pengendalian 
mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai 
yang diinginkan. 

V Rancangan Pemantauan 
Bagian ini berisi rnekanisrne pemantauan yang akan dijalankan 
un tuk memastikan bahwa risiko dapat di pan tau keterjadiannya 
dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan 
berjalan ef ektif 

VI Penutup 
Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan 
risiko Unit Pernilik Risiko. 
Larnpiran 
(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, 
hingga RTPserta pengkornunikasian dan rnonitoringnya) 



Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko 
disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada 
Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh 
outline se bagai beriku t 

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut: 
1. Laporan Tingkat Unit Kerja, meliputi: 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 
urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan. 

2. Laporan Tingkat SKPD 
a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) SKPD dan 

Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap 
SKPD Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) SKPD dan 
Operasional SKPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh 
setiap SKPD Tahunan. 

3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah 
a.Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis 

Pemerintah Daerah Triwulan; 
b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis 

Pemerintah Daerah Tahunan. 

Laporan Tingkat 
Unit Ker]a ------· 
Laporan Tingkdt SKPD 

SKPD3 

Laporan Tingkal 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pemerlntah Daerah Pcmcriniah 

, Dacrah 

Bagan 1.3 
Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR 

2.1 Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR) 

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulan, dan 
tahunan Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah 
dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, 
sedangkan untuk tingkat strategis SKPD dan tingkat operasional 
SKPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2. 



direncanakan pada periode triwulan tersebut. 
Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran 
risiko dan RTP dari periode triwulan 
sebelumnya. 

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV 

berisi kegiatan-kegiatan 
terhadap risiko yang 

Bagi an ini 
pengendalian 

I Pendahuluan 
A. Latar Belakang 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan 
laporan pengelolaan risiko serta gambaran 
um um kebijakan pengelolaan risiko 
pernerintah daerah. 

B. Dasar Hukum 
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun 
kebijakan baik yang berasal dari pemerintah 
pusat, instansi terkait ataupun peraturan 
daerah yang menj adi dasar pengelolaan risiko 
pemerintah daerah baik kebijakan 
perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan 
risiko. 

C. Maksud dan Tujuan 
Bagian ini berisi maksud dan tujuan 
dilakukannya pengelolaan risiko di 
pemerintah daerah. 

D. Ruang Lingkup 
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang 
rnenjadi batasan konsep dan konteks 
pengelolaan risiko pemerintah daerah. 

II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan 
Risiko Pemerintah Daerah 

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV 

Laporan Triwulan I/11/111/'IV 
Pengelolaan Risiko Pemerintah 

Kota Makassar 



2. 2 Pelaporan Unit Kepatuhan 

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko 
pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat 
didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit 
kepatuhan bertanggung jawab memantau 

Lampiran-Larnpiran 

dan juga uraian mengenai gap yang terjadi 
antara rencana kegiatan pengelolaan risiko 
dengan realisasinya. 

III Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang 
menjadi kendala atau hambatan dalam 
pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal 
yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana 
dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko 
pemerintah daerah. 

IV Monitoring Risiko dan RTP 
Bagian ini berisi basil monitoring atas 
pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian 
risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan 
RTP pada triwulan tersebut dan dari basil 
monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan 
pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode 
triwulan berikutnya. 

VI Penutup 
Bagi.an ini menjelaskan simpulan atas capaian 
penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko 
serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak 
lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada 
periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan 
pengelolaan risiko periode selanjutnya guna 
meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 

berisi kegiatan-kegiatan 
terhadap risiko yang 

pada periode triwulan tersebut 

Bagian 1n1 
pengendalian 
dilaksanakan 



A. Rencana dan Realisasi Kegiatan 
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi 
pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan 
pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh 
pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR 
kepada unit kepatuhan. 

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana 
dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah 
daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang 

dilaporkan oleh UPR kepada unitkepatuhan. 
C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP 

oleh UPR Bagian ini berisi mekanisme dan basil 
pemantauan atas pelaksanaan pengendalian 
sesuai infrastruktur pengendalian yang telah 
dibuat serta analisis basil pemantauan untuk 
memastikan bahwa pengendalian yang telah 
dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara 

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan 
pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh 
Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan 
kepada Kepala Daerah dengan tembusan 
kepada Sekretaris Daerah dengan contoh 
outline sebagai berikut: 
Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan 

Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko 
Pemerintah Kota Makassar 

pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit 
pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat 
bertindak sebagai unit kepatuhan pada SKPD. 
Pemantauan dilakukan untuk memastikan 
setiap tahapan pengelolaan risiko telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak 
penilaian kelemahan lingku ngan pengendalian, 
proses penilaian risiko, dan pelaksanaan 
kegiatan pengendalian. 



2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan 
risiko pemerintah daerah yang meliputi 
sosialisasi, bimbingan, su pervisi, dan 
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan 
pemerintah daerah; 

3) Membuat laporan semesteran dan tahunan 
kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang 
disampaikan kepada Kepala Daerah cq 
Sekretaris Daerah. 

4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu 
instansi pemerintah dalam melaksanakan 
langkah demi langkah proses penilaian 
risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim 
BPKP, Kom.ite Pengelolaan Risiko, 
Inspektorat, atau pihak lain yang 

2. 3. Pelaporan Komite Pengelolaan 
Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah: 
1) Merumuskan kebijakan, arahan serta 

menetapkan hal-hal terkait kepu tusan 
strategis yang menyimpang dari prosedur 
normal; 

efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan 
pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode 
pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab 
pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, 
realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal Iainnya 
yang terjadi dalam pemantauan kegiatan 
pengendalian. 

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR 
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun 
feedback atas kendala dan hambatan yang 
dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis 
maupun teknis dari basil pemantauan kegiatan 
pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan 
kepada UPR . 
Lampiran-Lampiran. 



A Rencana dan Realisasi Kegiatan 
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi 
pengelolaan risiko teru tarn a ten tang kegiatan 
pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh 
pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR 
kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas 
kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, 
bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan 
risiko di lingkungan pemerintah daerah. 

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana 
dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah 
daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang 
dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. 
Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi 
dalam kegiatan pem binaan terhadap pengelolaan 
risiko pemerintah daerah. 

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko 
Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP 
oleh UPR 
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan 
terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah 
kepada UPR. Selain itu juga dibahas basil fasilitasi 

Laporan Triwulan I/II/III Komite 
Pengelolaan 

Pemerintah Kota Makassar 

pembinaan pengelolaan risiko yang 
disarnpaikan kepada Kepala Daerah cq 
Sekretaris Daerah dengan contoh outline 
sebagai beriku t: 

tersebut, 
la po ran 

kegiatan 

Dikaitkan dengan tugas-tugas 
Komite Pengelolaan membuat 
triwulanan dan tahunan 

berkompeten. 



Lampiran-Larnpiran 

pemerintah dalam melaksanakan langkah demi 
langkah proses penilaian risiko ataupun 
pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil 
monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan 
berkala oleh unit kepatuhan. 

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR 
Bagi.an ini berisi rekomendasi, saran, ataupun 
feedback atas kendala dan ham batan serta 
rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil 
kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 
pemerintah daerah kepada UPR. 

mernandu instansi UPR dalam terhadap 
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Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai 
berikut: 
1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; 
b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui 

reviu dokumen; 
c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 

Enuironimeni Evaluation (CEE); dan 
d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan 

wajib/pilihan . 
2. Penilaian Risiko 

a. Penetapan Konteks/Tujuan 
1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan 

wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko; 
2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib / pilihan 

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan 
risiko; 

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima 
b. Identifikasi Risiko 
c. Analisis Risiko 

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko; 
2) Memvalidasi risiko; 

• Kegiatan Pengendalian (3) 

Analisis Risiko 

ldentifikasi Risiko 
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Bagan 1.2 
Proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Kata Makassar 

B. Proses Pengelolaan Risiko 
Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan 
segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dengan 
tahapan sebagai berikut: 



IV. PELAPORAN 
Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah 
daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa 
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan 
Risiko Pemerintah Daerah. 
A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko 

Penilaian risiko dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat 
Daerah satu kali dalam satu tahun, kemudian laporan pelaksanaan 
penilaian risiko diserahkan kepada Inspektorat Daerah Kota Makassar 
maksimal pada bulan November. 

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko 
Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan 
pemantauan dan reviu pada bulan Desember untuk memastikan bahwa 
dokumen Rencana Tindak Pengendalian telah dilaksanakan sesuai 
rencana dan sepanjang diperlukan perbaikan atas dokumen Rencana 
Tindak Pengendalian. 

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan 
internal. 
Evaluasi pengelolaan risiko dilakukan pada bulan Januari oleh 
Inspektorat Daerah Kota Makassar. 

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 
dibutuhkan; 

4) Menyusun Rencana Tinda.k Pengendalian (RTP) : 
a. Merumuskan tinda.kan untuk mengatasi kelemahan 

lingkungan pengendalian; 
b. Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam 

rangka mengatasi risiko; 
c. Menyelaraskan rencana tinda.k pengendalian; 
d. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; 

dan 
e. Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan 

RTP. 
3. Kegiatan Pengendalian 

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau 
penyempumaan kebija.kan dan prosedur sebagai tinda.k lanjut dari 
RTP; 

b. Pela.ksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 
4. Informasi dan Komunikasi 

Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun. 
5. Pemantauan 

a. Pemantauan atas implemetasi pengendalian; 
b. Pemantauan kejadian risiko. 



Memadai 
3 3 4 4 3 2 3 3 Pegawai yang bertugas di SKPD merupakan pegawai 

tetapdan bukan pegawai yang bersifat adhoc 
(sementara) 

Memadal 
3 3 4 4 3 2 3 2 Masing-rnasing pihak dalam organisasi telah 

memperolehkejelasan dan memahami peran dan 
tanggung jawab 
masing-rnasing dalam eenzelolaan risiko 

Memadai 1 Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh SKPD dan 3 3 3 4 4 3 3 
unit kerja 
yang teoat 

MEMADAI D PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 

Meniadai 8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan 2 3 3 3 2 3 3 
pejabat 
Dan 

Kurang Memadru 
7 Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah 2 2 3 3 2 3 2 

menyajikan informasi mengenai risiko 

Memadai 3 3 3 4 3 6 Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan 3 3 
ke 

Memadal 3 3 3 4 3 5 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras 3 3 
dengan visi dan misi Pemda 

Mernadai 3 3 3 3 3 4 Gaya pirnpinan dapat mendorong pegawai untuk 3 4 
meningkatkan kinerja 

Memadru 

2 3 2 3 3 3 3 3 Pimpinan membangun komunikasi yang baik 
dengan anggota organisasi untuk berani 
mengungkapkan risiko dan secara terbuka 
menerima/ menggali pelaporan risiko/masalah 

Memadai 3 3 3 3 3 4 3 2 Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan 
pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan 
eenzambilan 

f.<urnng Memadai 
3 2 2 3 2 2 2 1 Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan 

risikoyang memberikan kejelasan arah pengelolaan 
risiko 

KURANG MEMADAI C KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF 

MeuUlda.i 
3 3 3 3 2 4 Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik 

pelatihan k.husus maupun pelatihan terintegrasi 
secara berkala. 

Metnadai 3 3 2 3 2 3 3 3 Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi 
peningkatan kompetensi pegawai 

MemadaJ 3 3 

3 3 

2 4 3 3 3 2 Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi 
posisi/ jabatan 

Memadai 

3 3 

2 3 2 3 4 1 Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan 
tel ah 
ditentukan 

MEMADAI B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI 

Memadai 
3 2 3 4 

ditindaklaniuti 

Pelanggaran aturan perilaku/kode etik 
tel ah 

Mcruadai 
3 3 3 3 3 3 Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang 2 4 

melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran 
aturan 
perilaku/kode etik 

Memadai 
3 3 

2 3 

3 3 3 2 Pemda telah rnemiliki aturan perilaku (misalnya kode 3 3 
etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) 
yang telah 
dikomunikasikan keoada seluruh oeeawai 

Memadal 

2 3 3 

3 3 3 1 Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika 2 4 
secararutin dari pimpman instansi (Misalnya 
keteladanan, pesan 
moral dill 

MEMADAI A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 
a b d c 

PERTANYAAN /KUESIONER NO. SIMPULAN 
KU OSI ONER 

CEE 
RI 112 R3 R4 RS R6 Moduo 

JAWABAN RESPONDEN (RI 

dalam sasaran SKPD dan tinzkat ooerasioanl SKPD 

4 

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 
Tahun Penilaian : 20XX 

IAmptrau. 1 
Form 1.a 

CONTOH 
REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN 

PENGENDALIAN INTERN 
CONTROL ENVIRONMENI' EVALUATION (CEE) 

 



Kcterangan: 
Kolom c dlisi dengan jawab:m 

n-spondenket Jawaban: 
I : Ttdak Sctuju/Belum ruJa/ belu.m dibangun 
2 : Kurnng Sc-tt\ju/Tclah dibangun/dilcrapkan, akan tetapi bdum konsisten 
"I : Sctuju/Sudah dibangun atau diterupkan dengan balk, tapl mnsih blsa dlr.lngkaLkau 
~ : Sangat Semju/Sudah dlbangun atau dltcrapkan dcngan balk dan dapat dltularkan kc organisasl lain 

Koloru d diisi dengan simpulan hasil peuilaian Itngkungun pcngenualian liap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan 
pcngendalian Misal: 
kcsimpulan liap pertanyaan : 
"Mcmadai", apabil« modus jawaban rcsponden adalah 3 a tau 'I dan "Kurang Memadai" apabila modus jaw a ban responden 
adulah I atau 2 kesimpulan sub unsur Unglrungan pcngendalian: 
"Mcmadai", apabila scluruh slmpulan liRp pcrtanyaan parla sub unsur terse.but telah "memadal, clan "kurang memadai" 
apablla rerdapat simpulan pertanyuan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadru" 

NO. PERTANYAAN /KUESIONER JAWABAN RESPONDEN R) SlMPULAN 
RI R2 R3 k~ RS R6 Modus KUOSIONER 

CEE 
a b c d 
4 Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan 3 4 3 3 4 3 3 

pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing- M(•rutulnl 
rnasing 
dalam pengelolaan risiko 

E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT ME MAD AI 
l Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan 3 4 3 4 3 2 3 Memado.i dengan 

teoat 
2 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 3 4 3 4 3 3 3 Mcmadnl 

dilaksanakan secara tepat 
3 Kewenangan direviu secara periodik 2 3 3 3 3 2 3 Mt>madai 
F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN KURANG MEMADAI 

SUMBER DAYA MANUSJA 
l Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur 2 3 2 3 3 3 3 

pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen Memadal 
sampai 
denzan oemberhentian oeaawail 

2 Rekruitmen, retensi, mutasi, maupun promosi 2 3 2 3 3 2 3 
pemilihan Mcmadai 

SOM telah dilakukan denaan baik 
3 lnsentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab 3 4 3 1 4 3 3 

dan 
M~madai 

kineria 
4 Pemda telah mengintemalisasi budaya sadar risiko 2 3 2 2 3 2 2 Kurung Mcmadai 
5 Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas 2 3 2 2 4 3 2 

pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan 
Kurang MrttH•d.U pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam 

penilaian kinerja] 
6 Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah 2 3 2 2 3 3 2 

dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan Kurung Meruadai 

7 Instansi telah mengalokasikan anggaran yang 2 3 2 1 3 2 2 
memadai untuk pengembangan SOM 

Kurang M<:<tOadai 

G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF MEMADAI 
1 lnspektorat Daerah Kota Makassar melakukan reviu 3 3 3 4 3 3 3 

atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap Mcmadai 
urusan/program Secara periodik 

2 lnspektorat Daerah Kota Makassar melakukan reviu 3 3 3 3 3 3 3 
atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya Mcmadai 

3 lnspektorat Daerah Kota Makassar memberikan 2 2 3 3 3 3 3 
layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan Mcmad>li 

oenvelenzzaraan SPIP 
4 APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis 3 3 3 3 3 3 3 

risiko. Mcmadai 

5 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan AP!P 3 3 3 3 3 3 3 
telah Ml'lllt•dai 

ditmdaklanjuti 
H HUBUNOAN KERJA YANG BAIK DENOAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT MEMADAI 
l Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi 3 3 3 3 3 3 3 

lainyang memiliki keterkaitan operasional telah Mcmadai 

terbanaun 
2 Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang 3 3 3 4 3 3 3 

terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan Mcmadai 
(inspektorat, BPKP, 
dan BPK) telah terbanzun 

.KASSAR 



Keterang.an : 
Kolom a d.iisi dengan nomor urut 
Kolom b d.iisi dengan sumber data 
Kolom e diiei dengan uraian kelemahanjika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau 
Kolom d diisi dengan kla.sifikaai kolemahan sesuai sub unsur pada liDgkungan pongendalia.n 

•j Klasifikasi perma:salahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008. 

NamaPemda : Pemerintah Kota Makassar 
Tahun Penilaian : 20.XX 

No. Sumber Uralan Klaslfikas 
data Kelemahan .. i 

a b e d 
1 Mediamassa - Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah Penegakan integritas dan nilai etika 

karena 
tereangkut kasus hukum Komitmen terhadap kompetensi 
-Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan 
kompetensi dan 
eenzalaman 

2 LHP BPK No. Xxx -Pemerintah Kota Makassar belum memiliki strategi Penyusunan dan penerapan kebiajakan 
tanggal xxx tentang dalam pemenuhan dan pendistribusian SOM kesehatan yangsehat tentang pembinaan SDM 
Hasil Pemeriksaan di Puskesmas 
BPK alas Efektivitas -Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga Komitmen terhadap kornpetensi 
Pengelolaan Sumber kesehatan di 
Daya Kesehatan JKN RSUD Kota Makassar belum memenuhi kebutuhan 

akan standar komoetensi minimum 
-Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kota Makassar Penyusunan dan penerapan kebijakan 
belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam yang sehat tentang pembinaan SDM 
nemberian pelavanan kesehatan 

SK lnspektur No. Xxx Inspektorat Daerah Kota Makassar belum melakukan Peran APlP yang efektif 
3 tanggal xxx tentang audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan 

PKPr lnspektorat dalam tingkat strategis 
LHP BPK No. Xxx -Pelayanan pasien BPJS di Kota Makassar belum 

4 tanggal xxx tentang optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kota Kepemimpinan yang kondusif 
Hasil Pemeriksaan Makassar tidak berjalansebagaimana mestinya yaitu 
atas Kinerja ketentuan mengenai praktek Dokter 
Penyelenggaraan JK.N 

Contoh 
CEE Berdasarkan Dokumen 

Kondisi Kerentanan. Lingkungan 
Pengea.dalian Intern di Pem.erintah 

Daerah Kota Makassar 

Lampln.D.1 
Form l.b 

 

JDIH 
'.KASSAR 



NamaPemda : Pemerintah Kota Makassar 
trahun Pemeriksaaan :20XX 

Hasil Revlu Dokumen Hasll Survei Persepst 
No. SubUnsur Slmpulan Penjelasan Hasll Uralan Hasil Ural an 
a b c d e f g h 
l Pt:negakan Kurang Banyak terjadi 'lVletnatlal Kurang Banyak terjadi 

integritas dan nilai Memadai pencopotan/ mu tasi Memadai pencopotan/ mutasi 
etika pejabat daerah karena pejabat daerah karena 

tersangkut kasus tersangkut kasus 
hukum hukum 

~ Komitmen terhadap Kurang Pegawai belum Memadai Kurang Pegawai belum 
kompetensi Memadai ditempatkan sesuai Memadai ditempatkan sesuai 

dengan kompetensi da.n dengan kompetensi dan 
pengalaman pengalaman 
Kuaiifikasi Ihm Kualifikasi dan 
kompc:tcnsi Dokter kompetensi Dekter serta 
serta tenaga kesehatan tc:naga kesehatan di 
di RSUD Kota Makassar RSUD Kota Makassar 
belum memcnuhi belwn memenuhi 
kebutuhan akan kebutuhan akan 
pembcrian pelayanan pernberian pelayanan 

kesehatan di Era JKN kesehatan di Era JKN 
a Kepemimpinan Kurang Pc:layanan pasien BPJS Kurang -Pimpinan Kurang -Pimpinan belum 

yangkondusif Memadai di Kota Makassar Memadai belum Memadai menetapkan kc:bijakan 
belum optimal dan menetapkan pengelolaan risiko yang 
terdapat regulasi Dinas kebijakan memberikan kejelasan 
Kesehatan Kota pengelolaan arah pengelolaan risiko 
Makassar ti.dale risiko yang .Rencana strategis dan 
berjalansebagaimana memberikan rencana kerja pemda 

kejelasan arah belum menyajikan mestinya yaitu pcngelolaan informasi mengenai ketentuan . risiko risiko 
mengenai praktek ·Rencana .Pelayanan pasien BPJS 
Doktcr strategis dan di Kota Makassar belum 
Puskesrnas belum rencana kerja optimal dan terdapat 
sepenuhnya pemda belum regulasi Dinas 
menyediakan menyajikan Kesehatan Kota 
seluruh kebutuhan informasi Makassar tidak 
farmasi untuk mcngenai ris.iko berjalan sebagaimana 
mendukung pelayanan mestinya yaitu 
keschatan secara kctentuan mengcnai 

memadai praktek Dokter 
4 Struktur organisasi - - - MeDleu1al - 

sesuai kebutuhan Memadai 

5 Pendelegasian - - . Mema ....... - 
wcwenang dan Memadai 
tanggung jawab 
yang tcpat 

Lampiran l 
Form 1.c Contoh 

Slmpulon Survel Persepsl atas 
Lingkungan Pengendallan Intern 

Pemerintah Daerah Kota Makassar 

JDIH 
KO'TA MA'.KASSAR 



Kcterangan: 
J<olom a diisi dengan nornot urut 
Kolom b diiai dcngan sub unsur pada. ling)runga:n pengendalian 
Kolom e dii.si dengan simpulan pcnilaian awal CEE berdasarkan dokumen 
Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian. awal CEE berdasarkan dokumen 
Kolom e diisi dengan aimpulan hasil survei pereepsi 
Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi 
Kolom g dfu:i dengan simpulan sesuai hasi] penilaian awal dan survei persepai, jika hasil an tar a penilaian awa! dan survei persepsi 
bertentangan, maka lakukan pendala.man atau }akukan professional judgement untuk menyimpulkannya. 
Kelem h diisi dengan uraian keletnahan 

NamaPemda : Pemerintah Kota Makassar 
trahun Pemeriksaaan : 20X.."{ 

Hasll Reviu Dokumen Hasil Survei Persepsl 
No. Sub Unsur Hasll Uraian Hasil Un.lan Slmpul1u:1 Penjelasan 

a. b 0 d e t g h 
6 Penyusunan dan Kurang Pemerintah Kota XYZ Kurang . Pemda belum Kura11g . Pemda belum 

Penerapan Memadai belum memiliki strategi Mcmadai mengintemalisa Mcmadai mengintemalisasi 
Kebijakan yang dalam pemenuhan dan si budaya sadaJ budaya sadar risiko 
Sehat te:ntang pendistribusian SOM risiko -Belum terdapat 
Pembinaan SOM kesehatan di Puskesmas -Belum terdapat pemberian reward 

Pemenuhan tenaga pernberian dan/atau punishment 
kesehatan di RSUD reward atas pengelolaan risiko 
Kota XYZ belum dan/atau (Misalnya 
memperhatikan tingkat punishment mempertimbangkan 
kebutuhan dalam atas pertanggungjawaban 
pemberian pelayanan pengelolaan pengelola.an risiko 
kesehatan risiko (Misalnya dalam penilaian 

mempertimban kinerja) 
gkan . Evaluasi kinerja 
pertanggungjaw pegawai belum 
a ban dipertimbangkan dalam 
pengelolaan perhitungan 
risiko dalam penghasilan 
penilaian .Anggaran 
kinerja) pengembangan SOM 

.Evaluasi belum memadai 
kinerja pegawai Pemerintah Kota 
belum Makassar belum 
dipertimbangka mcmilik:i. strategi dalam 
n dalam pemenuhan dan 
perhitungan pendistribusian SOM 
penghasilan kesehatan di 

-Anggaran Puskesmas 
pengembangan . Pemenuhan tenaga 
SDMbelum kesehatan di RSUD 
memadai Kota Makassar belwn 

memperbatilcan 
tingkat kebutuhan 

7 Perwujudan peran Kurang Jnspektorat Daerah Kurang lnspektorat Daerah belum 
APIPyang efektif Memadai belum melakukan Memadai 

Memadai melakukan audit kinerja 
audit kinerja atas atas penyelenggaraan 
penyelcnggaraan urusan kesehatan dalam 
urusan kesehatan tingkat strategis 
dalam tingkat 
strategis 

~ Hubungan Kerja . . Memao.ai 
yang Baik dengan Memadai 
lnstansi 
Pemerintah 
Terka.it 

JDIH 
KO'TA MA'.KASSAR 



NamaPemda : Pemerintah Kota Makaasar, Previnsi Sulawesi Selatan 
Tahun Penilaian :20XX 
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20xx- 2COO< 

SumberData : RPJMD Kota Maka:ssar Tahun 20xx- 20xx 
Visi : Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religiu.s, APBD untuk Rakyat 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang BNk 
Misi Strategis RPJMD 2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastrukrur Perkotaan 

3. Mewuj1l~ Muyuakat Cordas, Sehat, dan Benkhlak Mull!l 
4. Mernbangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif 

Penetapan lcOAteks Mis!Rldko 3. Mewujudkan MlUyarakat Cerdas, Sehat, dan Bcrakhlnk Mulia 
&trategts Panda 

Tujuan 1.1 Meningkatnya kualita.s tata kelola pemerintahan'Tujuen 1.2 
Meningkamya koheaivitas masyarakat 
Tujuan 2.1 Meningkatnya kualita.s transportasiTujuan 2.2 
Meningkatnya Kelayakhunian 
Tujuan 2.3 Meningkatnyaaksea komunika.si dan informasiTujuan 2.4 

Tujuan Strategi$ RPJMD Menurunnya risiko beneana 
Tujuan 2.5 Mening)<atnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 3.1 Meningkatnya 
akses dan kualitas pendidikan 
1'u,fllaD 3.2 Men.JDgkatuya den.fat kesehatan muyankat 
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahte:raan aosial 
Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipaei perempuan dala.m pembangunanTujuan 4.1 Meningkatnya 
!aju pertumbuhan elconomi 
Tujuan 4.2 Meningkatnya pernerataan ekonorai 

Penetapan Konteks Tujuan Rl#ko 
StmtegtsPemda Tujuan 3.2 Meningkat.nya derajat kesehata.n masyarakat 

Sa.saran 3.2.1 Meningkabtya keselamatan ibu anak 
S.-- 3.2.2 Mea.lngkatnya lrualltas k<e$ehatan m.asyankat 

Sa.saran Rf\JMD Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat 
Sa.saran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kota XYZ Sa.saran 3.2.5 Meningkatnya peran 
serta Pemuda dalam pembangunanSasaran 3.2.6 Mening)<atnya keeeharen reproduksi 

Penetapau KouteksSasuan 
IUslko Stntegb Pemcla Saaa.ran 3.2.2 Meningkatnyakual.itas keaehatan masyarakat 

lKU Sasaran RPJMD Uala Harapan JUdup adalah cliteDtukaD jl:lmla.b. kematkul bayt, jlkaugka llemaUan bayl 
b1tsa.r, malr:a us.la aDglla ha.rapan rendah.. 

Peaetainm konteks 11WRisiko Usia Hara pan Hid up adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian ba;; besar, 
Stntegh Panda. maka uaia ang)<a ha:rapan rendah, 

Proiram PenJD.gkatan Keselamatan Ibu Melahllkan. clan ADakProgTam Peningkatan 
Prioritas pembangunandan Pelayanan Kesehatan Amok Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan program unggulan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Perbaikan Gizi 
Masyatakat 

UnJAD Pem.atntahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
Da~ 

Dinas Kesehat.an 
11<'.SUU i-:ota )',(.(, 

Nama Dina..s Terkait Dinas Pemberdayaa.n Perempuan, Perlindungan Anak, PengendalianPenduduk dan Kelua.rga 
Berencana (DP3APJKBJ 
Dina.i; Pekerja.an Umum dan Perumahan Rakyat 

Tujuan, Sasaran, lKU dan Prog.-am Tujuan 3.2 Meningkatnya detajat kesehatan masyarakat Sasaran 3.2.2 Meningkatnya 
lrualita& k"Rehatan ma~yaTakat yang aka:nmlakukan penilaian lh.1J Sasaran Usia Harapan Hidup adalah ditetentukanjumlah kematianbayi, jika angka kematian risiko bayi besar, maka usia angka harapan rendah Program Peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan 
danAnak 
D.t 

Kota XYZ, ............... September2018 
Walikota XYZ ........................... 

CONTOH 
PENETAP.AN KONTEKS RISIKO 

STRATEGIS PEMDA 

Lampl.ran 1 
Fwm2a 
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NamaPemda : Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun Penilaian : 2020 
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20xx-20xx 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
SKPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan 
SumberData Rancangan Awai Renstra Dinas Kesehatan Kota XYZ 
Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

1. Me.ol.ogkatnya Keselamatan lbu, Bayl, Anak dan Reproduksl 
Sasaran Strategis 2. Meningkatrtya Kualitas Pelayanan Kesehatan 

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan. 

IKU Renstra SKPD IKU 2023 
Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 57 
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup 3,2 
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup 3,6 
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang 100 
memiliki Kompetensi Kebidanan 
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Bdumada 
IKU Lansia Belumada 
IKU Gizi Belumada 
IKU Kesehatan Reproduksi Belumada 

Program Program peninllkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 
Tujuan strategis: 
Menlngkatkan derajat kesehatan m-yarakat 

Tujuan, Sasaran, IKU 
Sasaran Strategis: 

dan Program yang akan 
Mealngkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 

dilakukan penilaian IKU Strategis: 
risiko - Anglea Kematlan Ibu Mefahirkan Per 100.000 Kelahlran Hidup 

-Angka Kematian Bayl (AKB) Per 1000 Kelahlran Hidup" 

Program: 
Program Penlngkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan Anak 

l>st 
Keta Makassar, ......... Septernber 20xx 

Kepala Dinas Kesehatan 

............................ 

CONTOH 
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS SKPD 

Lamplr11D 1 
11'01m2.b 
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NamaPemda : Pemerintah Kota XYZ, Provinsi ABC 
Tahun Penilaian : 2020 
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20xx-20xx 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang 
KesehatanSKPD vanz Dinilai : Dinas Kesehatan 
SumberData Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 
Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
Program Dinas 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
Kesehatan (Rcnja 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 
2019)dan Kegiatan 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 
Utama 5.Program Peningkatau Keselamatan Ibu melahirkan dan anak 

1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) 7.455 ibu hamil 
2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang 

lueserta 
Keluaran/Hasil 3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam 
Kegiatan penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan 50 orang 

darah peserta 
nada sektor eksternal 

4. Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli 
20 orang Remaja 
lpeserta 

5. Pelatihan penjaringan untuk sekolah lanjutan 1 Kl 

Program, Kegiatan, Program Peningkatan Keselamatan lbu Melahirkan dan Anak 
Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK NON FISJK) dan Keluaran/Hasil Keluaran/Hasil Kegiatan: Kegiatanyang akan 1. Tcrbayarkannya Jaminan dilakukan penilaian 2. Terlaksananya Kegiatan risiko 

Kota XYZ, .............. September 2020 
Kepala Dinas Kesehatan 

................................ 

CONTOH 
PENETAPAN KONTEKS RISJKO 

OPERASIONAL SKPD 

La.aipinn 1 
Form2.c 
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NamaPemda : Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 
NamaSKPD : Dinas Kesehatan 
Tahun Penilaian : 2020 
Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2019-2023) 
Urusan Pemerintahan : Urusan Waiib Pelavanan Dasar Bidanz Kesehatan 

Tujuan/ Rlslko Sebab Dampak 
Incllkator 

No Sasaran Strategls/ Kfnerja c/uc Pihak yang 
Program Uraia.o Kode Rlsiko Pemfllk Uralan Sumber Uralan Terkena 

. . ... . .. 
a b c d e r g h i j k 

Tujuan Strategis 
Pemda 1: 
Meningkatkan 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 
Sasaran 3.2.2 Usia Penerapan Perilaku RSP.l Kepala Daerah Belum tersedia.nya Sanitasi l.Angka kejadian Penyakit Kepala 
Meningkatnya Harapan Hidup Bersih Sehat 9.01.02.0l Total Berbasis Masyarakat Tidal' Menular (PTM) tinggi Daerah 
kualitas Hid up (PHBS) rendah (STBM) (Tidak termasuk Internal c ~- Angka kejadian Penyakit Masyarakat 
kesehatan prioritas anggaran) Menular tinggi SKPD Terkait 
masyarakat 13. Angka stunting tinggi 

Pelayanan RSP.l Kepala Daerah 1. Sarana prasarana belum AKI tinggi Kepala 
kesehatan belum 9.01.02.02 memadai (Puskesmas AKB tinggi Daerah 
memenuhi SPM PON ED tidak tersedia,) Akaba Masyarakat 
Bidang Kesehatan 2.Jumlah tenagakesehatan Peningkatan kasus gizi SKPD Terkait 

belummemadai (Tenaga buruk 
laboratorium, dokter, Kasus HIV meningkat 
tenaga kesehatan) Internal c Kasus TB meningkat 

Angka kejadian 
Penyakit Tidak Menular (PTM) 
tinggi 
Angka kejadian 
Penyakit Menular tinggi 
Anzka stuntina tineei 

Program Kurangnya ibu RSP.l 9.01.02 Kepala Daerah Kurangnya jumlah Bayi lahir di bawah berat Masyarakat 
Peningkatan hamil bergizi .03 posyandu untuk ibu hamil normal 
Keselamatan {bu rendah yang tidak Internal c 
Melahirkan clan diperiksaoleh 
Anak posyandu 

Lamplr.ul. 1 
Fonn3.a Contoh Kertas Kerja 

Identifikasi Rlaiko Strategis 
Pemerfntah Daerah 



_, 

Keterangan: 
Kolom a difai dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan tujuan stra.tegi11 urusan wajib sebagm mana tereantum dalam RPJMD/RenstraKolom c diisi 
dengan indikator kinerja tujuan strategis 
Kolom d dusi dengan ur.Uan peristiwayang rnerupaka.n risikoKolom e diisi dengan 
Kode risiko 
Kolom f diisi dengan Penillik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola ruiko 
Kolom g diisi dengan penyebab timbuhtya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, aebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, 
dan MaterialKolom h diisi dengan sumber riaike (ekstemal/intemal) 
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan miko 
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempemmdah identifika:si da.mpak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dala.m: 
Keuangan, Kinerja, Reputa.ai dan Hukum 
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/torkena dampa.k jika risiko benar-benar terj<Uli 

NamaPemda : Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 
NamaSKPD : Dinas Kesehatan 
Tahun Penilaian : 2020 
Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2019-2023) 
Urusan Pemerintahan : Urusan Waiib Pelavanan Dasar Bidane: Kesehatan 

Tujuan/ •. '. Rfsiko . Sebab" .·. ~~ Da.mpak •. '; s: ., ·lodlkator ... 
Sasaran Strategis/ •' No K1aerja .. C/UC v ' .Plhakyang Pr~grain; ·. UraJan •' Kode Rfslko PemUlk Uralan Sumber; '· Uralan . .. Terkeria '•' .. ·' .. .. . . a b e . d e 1 r: g h t .j k .. 

"• 

lbu hamil RSP.l 9.01.02 Kepala Daerah Kurangnya aksesbilitas Meningkatnya kernatian ibu Masyarakat 
melahirkan tidak di .04 terhadap fasilitas dan bayi saat melahlrkan 
fasilitas kesehatan kesehatan yang sudah ada 

Internal c 



Contoh 
Kertaa Kerja 

Jdentlflkasl Rislko Strategis SKPD 
Nama Pemda : Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Sela tan 
NamaSKPD : Dinas Kesehatan 
Tahun Penilaian : 2018 
Periede yang dinilai : Pedode Renstra (Tahun 2019-2023) 
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
.. ··. , ... , ·~ .. · .. ., 

.. :RlslkO •' . sebab.· ....... ··· Damvak·. .. . ':J ·. .-fujuanis~ar:in Indllfitor itinerja 
.. il< ... ··' 

No .. . ~· .. .. .. .etuc " 
, . ., Piliakying · strategia ·' ura1an .Kode Rlsiko Pemµt.k .ur&ian ,Sumber Urian .n 

f .. ·'· Terkena.; .. ... . .... .. ~; .. 
ah . b .. d . . f/ ;.;£ .. ·. '•h . . ..... 

f : . . J . k .. 
.. , c . ' . .. .... e .. ,.,. .. 

Tujuan : Meningkatkan 
derajat kesehatan 
rnasvarakat 

Kurangnya 
Penggunaan Sosialisasi 
layanan Kesehatan 
kesehatan Keterlibatan 

1. Angka Kematian rendah lintas lbu hamil tidak 
lbu Melahirkan (Persalinan Kepala program mengetahui prosedur Dinkes 
per Rp. 100.000 tidak RS0.19.02.02.01 Dinas lintas sektor Internal c pelayanan dan tanda- RSUD 
Kelahiran Hidup dilakukan Kesehatan (Posyandu, tanda bahaya Masyarakat 

2. Angka Kematian pada faskee, Fa/RW, kehamilan 
Bayi (AKB) per kunjungan Lurah, 
1000 Kelahiran ibu hamil Kecamatan, 
Hid up tidak teratur) SKPD terkaitJ 

3. Angka Kematian rendah 

1 Sasaran Strategis SKPD: Balita (AkaBa) Kompetensi 
per 1000 tenaga 

Meningkatnya Kelahiran Hidup kesehatan 
Kesela.matan lbu, Bayi, 4.Cakupan Kualitas tentangAPN Kepuasan masyarakat Anak dan Reproduksi Pertolongan pelayanan Kepala (bidan, rend ah Dinkes 

Persalinan oleh APN tidak RS0.19.02.02.02 Dinas dokter) Internal c Kualitas dan efektivitas RSUD 
Tenaga sesuai SPM Kesehatan rendah pelayanan rendah Masyarakat 
Kesehatan yang Kesehatan (Ten tang 
Memiliki SDIDTK 
Kompetensi MTBS, neo 
Kebidanan natal esensiall 

5.Cakupan -Alat 
Pelayanan Saran a 

pendukung 
Kesehatan Bayi Ke pal a ANC tidek Kualitas dan efektivitas Dinkes pendukung RS0.19.02.02.03 Dinas dikalibrasi Internal c pelayanan rendah RSUD ANC kurang Kesehatan ·Regen dan Kepuasan masyarakat Masyarakat memadai alat rend ah 

pendukung 
.6.NI"' •-·-~-~ 

Lamplran 1 
Fonn3.b 



({cti: rang an : 
Kolom " dii.~ dcng>Ui oo!DOI' urut . 
Kolom b diisl dcngan tujuan 10tr.i~ UJ'UUA wajib setx.gai manu tereentum d<·•Llll1 F:PJMU/Renstm 
Kolom e diisi dcogw:i .indik.ltor kinc:rja tujuan gtr.>t..gis 
IColmn d diisi dcng;ui uniaD paistiwa yang merupakaD risiko 
Kolom e dii3.i dengan J>o<k Risiko 
Kolom I diiai dcngan ~ risiko, pib.<>l</ullityang bertllllggwi.gjawab/bnkcpcnti!lg><n wituk mcngelola risiko 
Kolom c; dii$i dc.opn penycbab ti.mbuluy" risiko. Unruk mempermudah idcntilik.asi scbab ri&iko, ubAb Niko bis.. dikatcgorikan kc dal.wl :. Mat'- Mwiey, Metho<~ Machi1w, dan MaCcrial 
Kolom h diis.i dC11gan sumbu miko (ek&ttrnal/ internal) 
Kolom i°dii.a.i dengao C, jik.a unit kcrja Dl.>llDpu UAw.k mengcndalik:.tn pen)"'bub risiko, u""u UC jib unit kcrj" tidalc =unpu =gcnd..!ika.n rlsiko 
Kolom j di.isi dc:ngao unian ..iribat y=g ditimbulkan jib risiko bCllllJ'"bcn..,. r.:ljw Untuk mempennudab identifik.,ai d1>mpak risiko, d...npak risiko bis.a dil«&tt:~ri.kan ke dlWID: l\cwmg;m, Kinnja, Reput61St d.ui Hukum 
Kolom k dW.i dcniian pihak/unit yang mcnderita/tcr~ dampak jika risilr.o bcnar·bcnar tc:rj»di 

Nama Pemda : Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Sela tan 
NamaSK?D : Dinas Kesehatan 
Tahun Penilafan : 2018 
Periode yang dinilai : Periode Renstra [Tahun 2019~2023) 
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
... . . ,., .. , .... .. . ~ 

.•·Ristko 
. ~ ...... . ... ~ . ; .; SeJ>ab"' ·· . ...... , ·o Damoak . ..... .. .. .. · TUjuaii/saiaran · la~td~ Kiilerja .: 

··- .. . ; .. _. . '::. .... -·· . ":•.: . No' ;. ., . . ..... .. . l •. ·~ ·- .•. 
' 

.. C/UC . :: ... 'Pihak yang ·.· . . Strategia . .. . :'.Uralan .. . Kode Rislko PemiHk 
; 

Untan -Sum~er. Uri cm ;; ~ . · Terkena .. ··- -t . . . i· · .. $: •. .... ' -· .:'a(· .. 
b. d. ·f ... . 

2 .... h. ., 
l . .... .. 

' ' ··.".k:: .. C'· .... ·~·· ...... . ·; . . e .. . . '·· ... '~· 

Mutasi tenaga Kepala Kualitas dan efektivitas Oink es 
kesehatan RS0.19.02.02.04 Dinas Sistem Internal UC pelayanan rendah RSUD 
terlatih kesehatan kepegawaian Kepuasan masyarakat Masyarakat rend ah 

Kurangnya 
Kurangnya kuantita.a 
jumlah tenaga Kepala SOM di Pelayanan di fasilitas 
kesehatan RS0.19.02.02.05 Puskesmas Internal c kesehatan tidak Masyarakat 
yang SKPD untuk optimal 
profesional menangani --" . 

Kurangnya Kurangnya 
Program: Kualitas kuaJitas 
Program Peningkatan tenaga Kepala SDMdi Pelayanan di fasilitas 
Keselamatan lbu kesehatan RS0.19.02.02.06 SKPD puskesrnas Internal c kesehatan tidak Masyarakat 
Melahirkan dan Anak untuk optimal yang menangani pro!esional persalinan 

Ibu hamil Kurangnya 
melahirkan anggaran Meningkatnya tidak di Kepala untuk 
fasilitas RS0.19.02.02.07 SKPD pengadaan Internal c kematian ibu dan bayi Masyarakat 
kesehatan fasilitas saat melahirkan 
(nuekeamast euskesmas 



Contoh 
Kertas Kerja 

IdenWikasi Rlsiko 
Opnastonal SKPD 

Narna Pemda : Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 
Nama SKPD : Dinas Kesehatan 
Tahun Penilaian : 2020 
Periode yang dinilai :2019 
Tujuan Strategis : Meningkat.kan derajat kesehatan masyarakat 
Sasam.n strategis SKPD : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahan : Urusan Waiib Pelavanan Dasar Bidana Kesehatan 

Rislko Sebab D:unpu 
•1 k*"I 

Indlkator Kod No Kegiatnn Ketu.ar.m C/UC Pihak yang 
Tahap Uraian e Pemllik Uraian Sumber Uraian Terkena ' Rislko 

b d f I! h .. 
1 f k 1 a c .< e 

Program: Terbayar Pertanggungja Pertanggungjawaban R00.19 Kepala Dinas Berkas dokumentasi Ekstern!ll UC Pembayaran Kepala 
Peningkatan kanya waban tidak tepat waktu .02. Kesehatan/ pasien terlambat tidak dapat Daer ah 
Keselamatan lbu Jaminan 02.01 KepalaBidang dilengkapi oleh rumah segera Rumah sakit 
Melahirkan dan Kesmas sakit direalisasikan Masyarakat 
Anak 
Kegiatan: Penatausahaa Pengadministra.sia.n tidal< R00.19 Kepala Dinas Berkas dokumentasi Ekstema UC Pembaya.ran Kepala 
Jaminan n tepat waktu .02. Kesehatan/ pasien terlambat tidak dapat Daerah 
Persalinan (OAK 02.02 Kepala Bidang dilengkapi oleh rumah segera Rumah sakit 
Non Fisik) Kesmas sakit direalisasikan Masyarakat 

Pelaporan Laporan Realisasi R00.19 Kepala Dinas Rumah Sakit (RS M. Ekstemal UC Dana OAK Kepala 
Keuangan Triwulan: .02. Kesehatan/ Yunus) menyampaikan Triwulan Daerah 
Kesulitan 02.03 KepalaBidang klaim tidak lengkap berikutnya tidak Rumah sakit 
mengumpulkan Kesmas disalurkan oleh Masyarakat 
administrasi syarat Kernenkeu 
pencairan, yaitu 
kelengkapan klaim, 
berupa 

Pemantauan Kegagalan R00.19 Kepala Dinas Evaluasi dilakukan Internal c Anggaran Dinas 
danevaluasi mengidentifikasi .02. Kesehatan/ terbatas pada output Jampersal tidak Kesehatan 

permasalahan 02.04 KepalaBidang {jumlah bumil miskin terserap 100% 
Kesmas yang belum mempunyai 

jaminan 
kesehatan 
lainnya) terlayani 

Lamp.lmn 1 
Jl'onn3.c 



Keterangan : 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diiai dengllll kegietan, tujuan kegiatan, dan aasaran kegiatan sebagaimana terca.ntum dalam RKA SKPD Kolom c diisi dengan ind.ikator kin.,rja tujua.n/aasaran kegiatan 
Kolom d diiai dengan tahapan kegia~ 
Kolom e diiai denpn ur.aian periatiwa yang merupakan riaiko Kolorn f diiai dengan Kede risiko 
Kolom g diiai dengan Pemilik risiko, pihal</unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengdola riaiko 
Kolom h diiai dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempennudah identifikaai sebab riaiko, aebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: Man, Money, Method, Machine, dan Material Kolom i diisi dengan 
sumber riaiko (ekstemal/intemal) 
Kolom j diiai dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab riaiko 
Kolom k diisi dengan uraian aki'bat yang ditimbulkan jika risiko benae-benar terjacli. Untuk mempennudah idmtifil<aai dampak risiko, dampak riaiko biea dikategon"kan ke dalam: Keuanga.n, Kinerja, Reputasi 
dan Hukum Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko bonar·benar terjadi 

Nama Pemda : Pemerintah Kota Makaasar, Provinsi Sulawesi Selatan 
Nama SKPD : Dinas Kesehatan 
Tahun Penilaian : 2020 
Periode yang dinilai : 2019 
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat keschatan masyarakat 
Sasaran strategis SKPD : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Uruso.n Pemerintahan : Urusan Waiib Pelavonan Oasar Bidanir Kesehatan 

Rialko Sebab Dam pa 
•1 k .. l 

lodlkator Kod No Kegfatan Keluaran C/UC Pihakyan' Tahap Uraf&n e PemWk Ural an Sumber Uraian 
Rlsiko Terkeoa 

a b e d e f I? h ' j k 1 
Terlaksan Perencanaan Data lbu hamil miskin R00.19 Kepala Dinas Kurangnya koordinasi Internal c Perencanaan Kepala 

anya yang belum memiliki .02. Kesehatan/ dengan Dinas SosiaJ kurang tepat Daerah 
Kegiatan jaminan kesehatan 02.05 KepalaBidang Rumah sakit 

lainnya dari kecarnatan Kesmas Masyarakat 
dan kelurahan belum 
ada 

Perhitungan kebutuhan R00.19 Kepala Dinas ridak ada database Internal c Terhambatnya Ke pal a 
dana tidaktepat .02. Kesehatan/ pelayanan Daerah 

02.06 Kepala Rumah sakit 
Bidang Kesmas Masyarakat 

Pelaskanaan Ada.nya pasien yang maaih R00.19 Kepala Dinas I'idak ada database Internal c Rendahny Kepala 
dikenakan biaya oleh .02. Kesehatan/ a Daer ah 
RS/Bidan(double claim I 02.07 Kepala kepuasan Rumah sakit 

Bidang Kesmas masyarak Masyarakat 
at 

Pelaekanaan Proses cross check R00.19 Kepala Dinas K.urangnya koordinasi Internal c Terhambatnya Kepala 
data denganBPJS dan .02. Kesehatan/ pelayanan Daer ah 
Jamkeskot yang 02.08 Kepala Rumah sakit 
membutuhkan waktu Bidang Kesmas Masyarakat 
lama 

JDIH 
KO'TA MA'.KASSAR 



Keterangan: 
Kolom a diiai dengan nomor urut 
Kolom b diisi dngan risiko yang tetidentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b 
Kolom c diiai dengan kode risiko sesua.i lampiran 6a dan 6b 
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rataa-rata/modus skala dampal< yang cliberikan peaerta diskusi 
Kolom e diisi denga.n skala kemungkinan berdasarkan perhitunga.n rata-rata/modus skala kemung)Qnan yang diberikan peserta diskusi 
Kolom f diisi dengan has ii perkalian anrara ekala dampak dan skala kemungki.nnn 

ll11amaPemda : Pemenn-.;a.q AO"ta maaa.ssa.r, Provtnsl ~tUaWesi se1ata.a. 
Tahun Penilalan : 2020 
Tujua.a. strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerl.ntahan : Urusan Wattb Pelavanan Dasar Bidan!? Keaehatan 

AnallSis Riaiko 
No "Rlslko" yang Teridentlfikasl KodeRisiko Skala Skala Skala 

Dampak Kemungkinan Rislko 
*I .. I 

a b c d e f=dxe 
I RislllO Strategia 
1 Pcnerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat {PHBSJ rendah RSP.19.01.01.01 3 3 9 

2 Pelayanan kesehatan belum mcmenuhi SPM Bidang RSP.19.01.01.02 5 3 15 
Kesehatan 

3 Kurangnya ibu hamil bergizi n:nda.h yang tidak diperi.Ksa RSP.19.01.01.03 3 3 9 
oleh nosvandu 

4 lbu bamil melahirkan tidak di fa.silitas kesehatan RSP.19.01.01.04 s 3 15 

II Rlslko Strategts SK.PD 1: Dinas Kesebatan 
11 Penggunaan layanan kesenatan renaan 

RS0.19.01.05.0 l 4 3 12 
Jietsalinan tidak dilakukan pada faskee, kunjungan ibu 

amil tidak teraturl 
2 Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan RS0.19.01.05.02 4 2 8 
3 Sarana pendukung ANC kurang memadai RS0.19.01.05.03 4 4 16 
4 Mutasi tenaga kesehatan terlatih RS0.19.01.05.04 4 3 12 
5 Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang profestonal RS0.19.02.02.05 3 3 9 
6 Kurangnya kUalitas tenaga kesehatan yang profesional RS0.19.02.02.06 3 3 9 
7 )bu hamil melahirkan tidak di fas1litas kesehatan RS0.19.02.02.07 5 3 15 

I lnuskesmasl 

Ill Rlstko OpCl'llSlonal SKPD 1: Dl.nas Keaehatan 
l Pertanggungjawaban tidak tepat waktu R00.19.01.05.01 4 3 12 
2 Pengadministrasian tidak tepat waktu R00.19.01.05.02 4 2 8 
3 Laporan Realisasi Keuangan Triwula.n: Kesulitan 5 2 10 

mengumpulkanadm.inistrasi syarat pencairan, yaitu R00.19.01.05.03 
kelengkapan klaim, berupa 

4 Kegagalan mengidentifikasi permasalahan R00.19.01.05.04 4 3 12 
S Data lbu hamil miskin yang belum memilikijaminan 

R00.19.01.05.05 5 3 IS 
kesehatan lainniria d.ari 
kecamatan dan elurahan belum ada 

6 Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat R00.19.01.05.06 2 2 4 
7 Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot 

R00.19.01.05.07 3 2 6 
~membutuhkan 

lama 
8 Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh 3 1 3 

RS/Bidan (double claim) R00.19.0 LOS.OB 

Cont oh 
Kertas Kerja 

HaaU Anallsls Rlslko 

Lampf.ran 1 
J'orm 4 
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Keterangan 
Kolom a diiai dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan risiko prioritas 
Kolom c diisi dengan kode risiko 
Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 71 
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b 
Kolom r diisi dengan penyebab sesuai Lampitan 6a dan 6b Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b 

NamaPemda : Peinerintah Kota Meka.ssu, ProviD.sl SUlawesl. Selatan 
Tab'QQ PeaUl.dan : 2020 
Tajuan Sbutegls : l\fCZIJD&kat.kaD d~at kesehata.D m~t 
UnJ.D.D Pemerintalmn : UnlS&D \Vajib Pd.a}'amUl Dasar Bl&mg Kesehatan 

No ltlsiko Prioritas Rode .Rl.Gko Skala Pemillk PCDyc:bah Dam pa 
Rlalko R1slko k 

a b e d e r g 
l Rlldko St:ntegU 
1 Pelayanan kesehatan belum RSP.19.01.0l 15 Kepala 1. Saranapraaarana AKI 

merneauhi SPM Bidang .02 Daer a belummemadai tinggi 
Kesehatan h (Puskesmas PONED AKB 

tidaktersedia,J tinggi 
2. Jumlah tenaga Akaha 
kesehatanbelum Peningkatan kasus gi::i 
memad.ai burukxasue HIV 
rrenaga Iaberarerium, meningkat 

Kasus TB meninglcat 
Angka kejadian P<:nyakit 
Tidal<Menular (PrMI tinggi 
Angka kejadian 
PenyakitMenular 
tinsg,i 
AnP.ka stuntinst tinr.Pi 

2 Tidak seluruh bayi RSP.19.01.01 15 Kepala Kura.nguya anggaran Bayi ti dale mendapat 
mendapatimunisasi yang .04 Daer a penga.daan vaksin ilnunfoasiyaui memad.ai 
cukup h imunisasi danlengkap 

D Rlslko Stratq:is SKPD 1 
I Saran a pendukung ANC RS0.19.01.05 16 Kepala -, Alat pendukung ANC Kualitas pelayanan ANC 

kurangmemadai .03 Din as tidakdikalibrasi tidaksesuai SPM 
•-Regen dan alat pendukung kesehatan 
ANCkuraug 
•.Tenaga faboratoriurn 
diPuakesmas kurong 

2 lbu hanill melahirkan tidak di RS0.19.02.02 15 Kep3la Kura.ngnya :mggaran Meningkatnya kematian ibu 
fasilit-.skesehatan (puaknm.ia} .07 SKPD untukpengadaan danba)i saat melahirkan 

faailit:l$ puskesmas 

II Rlalko Opaaaloul SKPD 1: 
DlDas 
Kosehatan 

1 Data lbu hamil miskin yang R00.19.01.05 16 Kepala Kurangnya koerdinasi Pereneanaan kurang tepat 
belum rnemilikij:uninan .05 Bidang denganDino.s Sosfol 
keseharan lainnyadari 
kecamatan dan kelurahaa 
belumada 

Contoh 
Kertaa Kerja 

Daftar RJsiko PriorJtas 

Lampl.ran 1 
Forms 

JDIH 
KO'TA MA'.KASSAR 



J 

Keterangan 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan kondiai lingkungan pengendalian yang kurang memadai 
Kolom c diiai dengan perbaikan yang akan dilakukan 
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP 
T<olom f diisi deng:m ntalisasi waktu penyele.,aian RTP 

Kondlel IJoglruogan Rencana Ttodalr Tatget Waktu 
No. PcoaendaJlow yang Pcngcnda1tan XJagkaopn Peaa.oQUD&'. Peoyele.aian ReaUu.41 

Kura.al!! Memada! Pe.o.,.e11da1lan jawab Pcnye1uala.q 
• b e d 0 r 

I Pe.oc....Jran Jatearltu daa Nllal £tlka 
I 'Banyak tcrjadl Analisis/kajian kclernahan Inspektora; Tri\Vulan II 2021 Triwulan II :2021 

peneopot."1n/1outasi pejabat pengendahan kepatuhan 
daerah karena tcrsangkut kasus hulrum 
hukum 

n Kooiltmen Terhadap Kompetenal 
1 Pegawai belum ditempatkan Penyusunan peta kompetensi 8KPSUM Trlwulan m 'l02 l 'l'rh1;u!M ID :202 1 

i;esual dengan kompctensi dan danperbaikan SOP 
pengalaman penempatan 

lncn;tw,.J 
2 Kualifikl\sl dan kernpetensi Rckruitn1cn dokter tlan Dinas Triwulan m 2021 Triwulan m 202 1 

Dokter sertatenaga kese hatan di lcnagll kesehatan kesehatan 
RSUD Kota Makassar bc:luin 
memcnuhl kcbutuhan akan 
pemberian pelayenan kesehatan 
di Era JKN 

DI KeDemlmt>.lnSJl YBDJ? kondu•lf 
I PiJnplnan lleluw menetapknn Penyuaunan kcbljakan Sckda Tliwulan I 2021 Tri\Vltlan II 2021 

kcbljak.an pengelolaan 
I nennr.lolaan risiko rtslko 

2 Rencann strategis dan J>cnilafan risiko rencana Sckda, BP?D Triwulan I ~0:21 TriWUIAll n 2021 
reneana kerjapcmda belum strategis dan rcncana kcrja 
mcnyajlkan ln!orm.asi 
mMt<>enru rfaiko 

3 Pdayan:m paslen BNS di Kuta EvRlua:s.i pcmberian layanan lnspektorat Tliwulan I 202 l Triwulan II 202 1 
Maka~ssr bclum optimal dan dankepatuhan n:gulasl 
terdapat rej!\1lasl Dinns 
Kesehetan Kuta Makas$8l" tldak 
bt!rjalan sehagAlmana mestinya 
yaltu ketentuan 1nenccnal 
praktek Dokter 

IV Pco•uaunan dan PcncraDaD Kebllakau •IW<' 8ehat te11tanor Pembloa0J1 8DM 
l Pemda belum menglnternehsesl Suslal.lsnsl budaya rlsll<u pada Sekda Setiap bulan Sct!ap hulan 

budnya St'tiap 
sadar rl~lku ranat bulanan 

2 Belum terdapat pembcrlan ICnjlan rancangan pembertan Bl{PSOM Triwulan I 2021 Triwulan I 2021 
reward dan/atau puniahment n:warddan/atau purusnment 
atas pcnr:elulaan atas 
risiko 1 .. eneelotean risikO) 

3 Ev3.luasl klnc1ja p:gawai belum ~jlan rancangan perhitungan BI<PSDM Triwulan I 2021 Triwul:ui I 
dlpertimbangkan d:il:lm hasilkinerja terhadap 2021 
perhltungan penghasllan 
lnenahasil:m 

4 Anggnran pcngembangan SOM I KCl)IJaK:m CllSlCJlSI penggunaan BKPSDM Triwulan I 2021 Triwulan I 
belum anggnran 2021 
me1n:irl:ll 

5 Pcmerinlnh Kuta Makas:s:ir Penyusunan l>trategl Dinos Triwutan II 2021 Triwulan II ·202 1 
bclum mcmiliki stratcgl dalam pemenuhandan pendlstribuslan kesehatan 
pemenuaan dan pendlstrlbusian SOM kescbaun lRekomendasi 
SOM kesehatan BPI') 

6 ltmenuhan tenasa keseh:it:m di Perbaikan sistem Pemenuhan R8UDKoca Triwulan II 202 t Triwu.l!ln !I 2021 
RSUD lcltaga kesehat:m di Makassar 
Kota Mak.ass:u- bc:lu.m RSUDKota Makal>S.'ll' 
mempcrl1at.lkantingkat 
kebutuh<4n dalam oembcriun 

IV 1rerwu.1uoa.o .re•a.a ___. 1.- yans: l:.IJ.t• L..a• 

I lnspektomt ll:terah belum Perbalka.n prnsedur lnspektor.tt Triwulan I 202 1 Triwulan l W:U 
mdllkuk'An audit kinerja at.1~ pengawasankinerja diln 
penydengg:uaan urusan f'<.-'T\}'USUJU\Jl PKPI' 
keae.halau dala1n tiugkal slrato:gi" lui>pt:kl.ora( 

 

Nama Pmnerintah Dae:r:ab : Pemerintah Rota lllakassar 
Talnm PaUlalaD : 2020 

Contoh 
Peailalan ataa Kegiatan Pengendallan yang Ada dan Maaih Dibutuhkan/ RTP ataa Kelemahan Lingkungan 

Pengendalian 
(RTP atas CEE) 

Lampl.an 1 
Form 6 

JDIH 
KO'TA MA'.KASSAR 


